UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A (W)
NOMOR 74 TAHUN 1957 ( 74/ 1957)
TENTANG
PENCABUTAN " RECELI NG PO DE STAAT VAN OORLOG EN BELEG'
DAN PENETAPAN " KEADAAN BAHAYA"' *)

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

bahwa perl u di adakan undang-undang tentang keadaan bahaya yang

di mksudkan dal am pasal 129 Undang-undang Dasar Senentara
Republ i k 1 ndonesi a, untuk nengganti "Regeling op de Staat van
Corl og en van Bel eg" (Staatsblad 1939 No. 582) dan Undang- undang
Keadaan Bahaya Republik | ndonesia tahun 1946 No. 6, dengan segal a
per ubahan- per ubahannya;

Mengi ngat
Pasal 89 dan 129 Undang-undang Dasar Senentara Republik
I ndonesi a;

Mengi ngat :
Undang- undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara
(Lenbaran Negara tahun 1954 No. 84);

Dengan persetujuan Dewan Perwakil an Rakyat;
MEMUTUSKAN :

Pertama, mencabut:

1. "Regeling of de Staat van Qorl og en van Bel eg" (Staatsblad
1939 No. 582) dengan segal a perubahan- perubahannya,;

2. Undang-undang No. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya,
beserta segal a peraturan-peraturan/ keput usan- keput usan yang
ber dasar kan Undang-undang tersebut;

Kedua dengan nenbat al kan segal a peraturan yang bertentangan
dengan undang-undang ini.

Menet apkan: UNDANG- UNDANG TENTANG KEADAAN BAHAYA

BAB | .
PERATURAN UMUM

Pasal 1

(1) Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagi an wi | ayah | ndonesia
dapat di nyat akan dal am keadaan bahaya dengan ti ngkat an keadaan
darurat atau keadaan perang, ol eh Presiden atas keputusan Dewan
Menteri, apabil a:

1. keamanan atau keterti ban hukum di seluruh w | ayah atau di
sebagi an wi | ayah I ndonesi a terancam ol eh penber ont akan,
kerusuhan- kerusuhan at au aki bat bencana al am sehi ngga
di khawatirkan tidak dapat diatasi ol eh al at-al at



per | engkapan secara bi asa,;
2. ti mbul perang atau bahaya perang atau di khawatirkan
per kosaan wi | ayah I ndonesi a dengan cara apapun j uga.

(2) Dengan tidak nmengurangi ketentuan dal am ayat 3 pasal
i ni,, maka suatu keadaan bahaya di hapuskan ol eh Presiden atas
keput usan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecual
keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat di hapuskan
dengan undang- undang.

(3) Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya nenur ut
hukum sej ak saat pernyataan keadaan bahaya | ain yang | ebih tingg
deraj atnya nul ai berl aku atas daerah yang sana.

Pasal 2

(1) Apabila dal am sebagi an wi | ayah | ndonesia terj adi
serangan nusuh yang tiba-tiba atau terjadi hal-hal seperti
tersebut dal am pasal 1 ayat 1, sedang hubungan dengan til pon,
tilgram radio atau dengan cara apapun juga antara bagi an w | ayah
t ersebut dengan Penerintah Pusat terputus, nmaka atas putusan
bersama antara Dewan Penerintah Daerah setenpat, serendah-
rendahnya dari daerah swatantra tingkat |1, dengan Komandan
Mliter tertinggi dalam bagian w |layah itu, bagian wlayah itu
dapat di nyat akan dal am keadaan bahaya atas nama Presi den:

a. ol eh Kepal a Daerah yang bersangkutan, jika keadaan bahaya
itu adal ah tingkatan keadaan darurat, dan
b. ol eh Komandan M Iliter tertinggi tersebut jika keadaan bahaya

i tu adal ah tingkatan keadaan perang.

Apabi | a ber hubung dengan sesuatu keadaan Dewan Peneri ntah
Daerah tak dapat berapat, maka yang nenut uskan ial ah Kepal a
Daer ah bersama Komandan Mliter tertinggi tersebut.

(2) Apabila antara Komandan Mliter tertinggi dal am bagian
wi | ayah tersebut dan Dewan Penerintah Daerah/ Kepal a Daer ah
sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdapat perbedaan
pendapat dal am soal pernyataan keadaan bahaya, maka Komandan
Mliter tersebut yang nenpunyai suara yang nenentukan

(3) Dengan tidak nmengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (1), maka
keadaan bahaya yang tersebut dal amayat (1) pasal ini berlaku
sel ama- | amanya enam bul an untuk tingkatan keadaan darurat dan
satu tahun untuk tingkatan keadaan perang, kecuali tingkatan
keadaan perang dengan perang nyat a.

(4) Apabila dirasa perlu untuk nmenperpanj ang j angka-j angka
waktu yang tersebut dalamayat 3 di atas, maka sebel um jangka-

j angka waktu itu habis, tiap-tiap keputusan perpanjangan waktu
t ersebut di umunkan ol eh Kepal a Daerah atau Komandan M liter
tertinggi yang bersangkutan.

(5) Kepal a Daerah atau Komandan M liter yang tersebut pada
ayat (1) di atas, yang nenyatakan bagi an w | ayahnya dal am keadaan
darurat atau keadaan perang itu, pada kesenpatan pertanmna ada
per hubungan dengan Pusat nenberitahukan pernyataan itu kepada
Dewan Menteri, dengan nenyanpai kan turunan keputusan yang
ber sangkut an unt uk nmendapat pengesahan atau penol akan.



Pasal 3

(1) Apabila setelah di nyatakan keadaan darurat atau keadaan
perang di suatu bagi an wi | ayah | ndonesi a kenyataan sedem ki an
rupa, sehingga tidak ada |agi perlunya untuk nel anjutkan sal ah
satu dari pada keadaan itu, akan tetapi tidak ada perhubungan
tilpon, tilgram radio atau dengan cara apapun juga antara bagi an
i tu dengan Penerintah Pusat, maka penghapusan keadaan itu
di | akukan atas nama Presiden nmenurut prosedur serupa yang
di t et apkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2.

(2) Kepal a Daerah atau Komandan M liter yang nenghapuskan
suatu keadaan bahaya nenurut ayat (1) pasal ini, pada kesenpatan
pertama ada per hubungan dengan Pusat nenberitahukan hal ini
kepada Dewan Menteri, dengan nmenyanpai kan | aporan serta turunan
keput usan yang ber sangkut an.

Pasal 4

(1) Keputusan yang nenyatakan atau nmenghapuskan keadaan
darurat atau keadaan perang berl aku seketika, kecuali jikalau
di t et apkan waktu yang | ai n dal am keput usan tersebut:

(2) Pengunmuman pernyataan atau penghapusan itu harus segera
di | akukan yang sel uas-| uasnya dengan cara-cara yang ditentukan
ol eh Perdana Menteri untuk pernyataan atau penghapusan yang
di | akukan ol enh Pusat ol eh Ketua Penguasa Darurat untuk pernyataan
at au penghapusan keadaan darurat yang dil akukan ol en daerah dan
ol eh Ketua Penguasa Perang Daerah untuk pernyataan atau
penghapusan keadaan perang yang di | akukan ol eh daer ah.

(3) Keputusan pernyataan dan penghapusan itu sel ekas-
| ekasnya di beritahukan ol eh Dewan Menteri kepada Dewan Perwakil an
Rakyat untuk mendapat pengesahan atau penol akan.

Pasal 5

(1) Kecuali jika terjadi serangan nusuh yang tiba-tiba, nmaka
dal am waktu 3 hari setel ah pernyataan keadaan bahaya harus
di sanpai kan ol eh Presiden sebuah rancangan undang-undang
kepada Dewan Perwakil an Rakyat untuk nmenentukan kel anj utan
wakt u keadaan darurat atau keadaan perang dengan
undang- undang.

Dal am hal pernyataan keadaan bahaya atas nama Presiden
menurut Pasal 2, sedang Dewan Menteri tidak bernmaksud
nmenghapuskan keadaan bahaya tersebut, maka rancangan

t er maksud di sanpai kan dal am waktu 3 hari sesudah Dewan
Menteri nenerima penberitahuan sebagai yang di maksud dal am
Pasal 2 ayat (3).

Apabi | a Dewan Perwaki|l an Rakyat tidak bersidang dal am waktu
tersebut, maka Ketua Dewan Perwakil an Rakyat nengadakan
panggi | an unt uk sidang istinmewa.

(2) Apabila Dewan Perwakil an Rakyat nenerima rancangan
undang- undang tersebut, naka keadaan bahaya yang di nyat akan
itu berlaku sel ama-1 amanya enam bul an untuk ti ngkatan



keadaan darurat dan sel ama-| amanya satu tahun unt uk

ti ngkat an keadaan perang, kecuali tingkatan keadaan perang
dengan perang nyat a.

Apabi | a Dewan Perwakil an Rakyat nenol ak rancangan undang-
undang tersebut, nmaka keadaan bahaya yang di nyatakan itu

t er hapus dengan sendirinya nenurut hukum dari sejak hari
ket uj uh setel ah hari penol akan itu. Hal ini harus segera
di beri t ahukan kepada penguasa- penguasa yang ber sangkut an
yang tersebut dal am Pasal 7, agar supaya di umunkan.

(3) Jika dirasa perlu untuk nmenperpanj ang jangka-jangka waktu
yang tersebut dalam ayat (2), nmaka sebel umjangka-j angka
wakti itu habis, Penerintah nmenmaj ukan suatu rancangan
undang- undang kepada Dewan Perwaki | an Rakyat unt uk
menper panj ang sesuatu keadaan bahaya, dengan disertai suatu
| aporan tentang segal a sesuatu yang dil akukan ber dasar kan
kekuasaan- kekuasaan istinmewa yang di beri kan ol eh
undang- undang i ni .

Pasal 6

Set el ah keadaan darurat atau keadaan Perang di hapuskan, maka
Perdana Menteri nenyanpai kan | aporan kepada Dewan Perwaki | an
Rakyat tentang segal a sesuatu yang dil akukan ber dasar kan
kekuasaan- kekuasaan i stinmewa yang diberikan ol eh Undang- undang
ini.
Pasal 7

(1) Dal amtingkatan keadaan darurat, maka penguasa yang

nmel akukan kekuasaan- kekuasaan dan hak-hak tersebut dal am Bab |

undang- undang i ni ial ah di daerah-daerah, Penguasa Darurat yang
terdiri dari;

1. Kepal a Daerah, serendah-rendahnya dari daerah swatantra
tingkat 11, yang bersangkutan sel aku Ket ua,

2. Kepal Polisi setenpat sel aku wakil Ketua,

3. Para anggot a Dewan Penerintah Daerah yang bersangkutan dan
ser endah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat |1, masing-

masi ng sel aku anggot a;
dengan ket entuan, bahwa apabila dal am Penguasa Darurat dal am
nmel akukan kekuasaan- kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat
per sesuai an faham mneaka suara Ketua yang nenent ukan.
Per aturan Penerintah nengatur bantuan mliter yang perlu
di beri kan dal am keadaan dar ur at.
(2) Dal amtingkatan keadaan perang, maka penguasa yang
nmel akukan kekuasaan- kekuasaan dan hak-hak tersebut dal am Bab |

dan Bab 111 undang-undang ini ialah penguasa-penguasa keadaan
perang, yaitu:

di pusat,

- unt uk daerah Angkatan Darat...... Kepal a Staf Angkat an Dar at
- unt uk daerah Angkatan Laut ...... Kepal a Staf Angkatan Laut

- unt uk daerah Angkatan Udara ..... Kepal a Staf Angkatan Udara

dan ji ka ada Panglim Besar, maka dai al ah yang nel akukan
kekuasaan- kekuasaan dan hak-hak itu untuk ketiga daerah tersebut;



di daer ah-daerah,
Penguasa Perang Daerah atas daerahnya masi ng-nmasing yang terdiri
dari :
1. Komandan M Iliter tertinggi dibagian w layah yang
ber sangkut an sel aku Ket ua,

2. Kepal a Daerah yang ber sangkut an ser endah-rendahnya dari
daerah swatantra tingkat Il selaku wakil Ketua.

3. Para anggot a Dewan Penerintah Daerah yang bersangkutan dan
ser endah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat |1, masing-
masi ng sel aku anggota dan

4 Kepal a Polisi setenpat sel aku anggot a;

déngan ket ent uan ;

Pertama, bahwa apabil a dal am Penguasa Perang Daerah dal am
nmel akukan kekuasaan- kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat
per sesuai an faham mnaka suara Ketua yang nenent ukan;

kedua, dengan tidak nengurangi ketentuan dal am ayat 3 pasal ini.

(3) Ketua Penguasa Perang Daerah dapat nel akukan kekuasaan-
kekuasaan dan hak-hak nenurut undang-undang ini dengan tidak
m nta persetujuan terlebi h dahulu dari anggot a-anggota Penguasa
Per ang Daer ah | ai nnya:

a. apabi | a menurut pendapat Ketua tindakannya senat a- mata
nmengenai bi dang ket ent ar aan;
b. dal am keadaan perang nyata dan/atau tel ah ada perkosaan

wi | ayah dengan cara apapun j uga.
Pasal 8

(1) Dal am nel akukan wewenang- wewenang dan kewaj i ban-
kewaj i bannya, maka penguasa sebagai yang di maksud dal am Pasal 7,
menur uti petunj uk- petunjuk yang di beri kan ol eh Dewan Menteri .

(2) Jika dalam suatu w | ayah yang di nyat akan dal am ti ngkat an
keadaan darurat terdapat beberapa orang Kepal a Daerah yang
menj abat Ketua Penguasa Darurat, maka tiap-tiap Kepal a Daerah
yang menj abat Ketua Penguasa Darurat diwajibkan nmenjal ankan
perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepal a Daerah yang
menj abat Ketua Penguasa Darurat yang | ebih tinggi kedudukannya d
dal am wi | ayah tersebut, kecuali apabila Dewan Menteri |ain.

(3) a. Jika dalamsuatu w | ayah yang di nyat akan dal am
ti ngkat an keadaan perang terdapat beberapa orang Komandan Mliter
yang menj abat Ketua Penguasa Perang Daerah, nmaka tiap Komandan
Mliter yang nmenj abat Ketua penguasa Perang Daerah diwaji bkan
nmenj al ankan peri nt ah-perintah dan petunj uk-petunjuk dari Komandan
M Iliter yang nmenj abat Ketua Penguasa Perang Daerah yang | ebih
tinggi kedudukannya di dal am wi | ayah tersebut, kecual ai apabil a
Dewan Menteri nenentukan lain; dan tiap-tiap Komandan Mliter
menj abat Ketua Penguasa Perang Daerah diwaji bkan nenjal ankan pul a
perint ah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Staf Angkatan
masi ng- masi ng.

b. Masi ng- masi ng Komandan M| iter nenjabat penguasa



dal am r angka keadaan perang, sebagai yang tersebut dal am Pasal 7
ayat (2) diwajibkan nenjal ankan perintah-perintah dan petunj uk-
pet unj uk dari Panglim Besar.

(4) Apabila diragu-ragukan, bahwa kekuasaan- kekuasaan,
hak- hak dan kewaji ban-kewaji ban tersebut dal am ayat 1 pasal i ni
di | akukan bertentangan dengan petunj uk-petunj uk Dewan Menteri
atau dengan perintah-perintah atau petunj uk-petunjuk atasan,
sebagai mana di urai kan dal am ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka
per at ur an- per at ur an, keput usan- keputusan atau tindakan- tindakan
penguasa yang yang bersangkutan itu berl aku sanpai pada saat
penbekuan, pengahapusan atau pencabut annya.

(5) Dewan Menteri dapat necabut sebagi an dari kekuasaan-
kekuasaan yang di beri kan ol eh undang-undang i ni kepada penguasa
dal am rangka keadaan bahaya, serta nel akukan sendiri kekuasaan-
kekuasaan itu.

(6) Kekuasaan- kekuasaan yang ol eh undang-undang i ni
di beri kan kepada seorang penguasa dal am rangka keadaan bahaya
sebagai tersebut dalam pasal 7, tidak bol eh dilinpahkan kepada
pi hak [ ai n.

Pasal 9

(1) D dal am nel akukan hak-haknya nenurut undang-undang i ni
Dewan Menteri sel alu nendengar pertinbangan Dewan Keanmanan

(2) D dal am nel akukan hak-hak menurut undang-undang i ni
maka K S.A D, KS AL, KS AU atau - jika ada - Panglinm
Besar terikat ol eh petunjuk-petunjuk yang di beri kan ol eh Dewan
Menteri dan bertanggungj awab kepadanya.

(3) Jika terjadi perang, nmaka di mana tertulis "Dewan
Keamanan harus di baca "Dewan Pertahanan”.

Pasal 10

Penger ahan t enaga ber dasar kan undang-undang i ni
desel enggar akan dengan ti dak nerugi kan mat a- pencahari an ner eka
yang tenaganya di ker ahkan.

Pasal 11

(1) Mereka yang dirugi kan karena tindakan-ti ndakan
ber dasar kan undang-undang ini, diberi pengganti kerugi an, apabila
ti ndakan-ti ndakan tersebut ternyata tidak beral asan.

(2) Pengganti an kerugi an ternmaksud dal am pasal ini diatur
dal am Per at ur an Peneri nt ah.

BAB ||
TENTANG KEADAAN DARURAT

Pasal 12

(1) Sel ama keadaan darurat berl angsung, pasal -pasal bab ini
berl aku untuk wi | ayah atau bagi an wi | ayah | ndonesia yang
di nyat akan dal am keadaan darur at.

(2) Apabila keadaan darurat di hapuskan dengan tidak di susul



dengan pernyataan tingkatan keadaan bahaya | ai nnya, maka pada
saat penghapusan itu peraturan-peraturan yang tel ah di kel uarkan
dan tindakan-tindakan yang di anbil ol eh Penguasa Dar ur at
ber dasar kan peraturan-peraturan dal am bab ini, kecuali yang
tersebut dal am ayat 3, tidak |agi berlaku dengan sendirinya
menur ut hukum

(3) Dimana perlu, Penguasa Darurat dapat nenpertahankan
sebagi an atau sel uruh dari peraturan-peraturan serta tindakan-
ti ndakan yang di adakan nenurut bab ini, dengan ketentuan, bahwa
per at ur an- peraturan dan tindakan-tindakan itu hanya berl aku
sel ama- | amanya dua bul an sesudah saat penghapusan darurat.

(4) Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa
Darurat tetap berlaku terus, jikalau keadaan darurat diganti
dengan keadaan per ang.

Pasal 13

(1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak berl aku,
ji kalau tidak diunmunkan sel uas-|uasnya nenurut cara-cara yang
di t ent ukan ol eh Penguasa Darurat.

(2) Ji ka Penguasa Darurat nencabut peraturan-peraturan-yang
di t et apkan ol ehnya, maka ia pul a nenentukan aki bat - aki bat dari
pencabut an perat uran-peraturan itu.

(3) Ketentuan dal am Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang
Hukum Pi dana ti dak berl aku dal am hal peraturan-peraturan Penguasa
Darur at di ubah, dicabut atau tidak berlaku | agi nmenurut Pasal 12.

Pasal 14

(1) Apabila peraturan-peraturan Penguasa Dar ur at
bert ent angan dengan peraturan-peraturan yang bukan perundang-
gnd?ngan pusat, maka peraturan-peraturan yang pertamal ah yang

erl aku.

(2) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat
di kel uarkan harus sel ekas-| ekasnya di beritahukan kepada Penguasa
Darur at dal am daer ah yang bersangkut an dan per at ur an- per at ur an
i ni dapat seluruhnya atau sebagi an di berhenti kan berl| akunya unt uk
beberapa waktu yang tertentu ol enh Penguasa Darurat.

Pasal 15

(1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak bol eh
mengenai hal - hal yang harus di atur ol eh perundang-undangan pusat.

(2) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak bol eh
mengenal hal -hal yang tel ah diatur ol eh perundang-undangan pusat,
kecual i jika perundang-undangan pusat nenbol ehkan hal itu diatur
ol eh Penguasa Darurat nenurut ketentuan-ketentuan dal am undang-
undang ini atau ol eh peraturan-peraturan yang bukan perundang-
undangan pusat.

(3) Apabila peraturan-peraturan Penguasa Darurat nengatur
hal - hal yang tidak di perkenankan seperti di maksud dal am ayat 1
dan 2, maka segera peraturan-peraturan itu dicabut.

g b(4) Per aturan-peraturan itu berlaku sanpai pada saat
i cabut .



Pasal 16

Apabi | a Penguasa Darurat berhak menurut undang-undang in
menyi npang dari sesuatu peraturan perundang-undangan pusat, maka
ia juga berhak nenjinpang dari peraturan pel aksanaannya dan ia
ber hak pul a untuk nenyat akan sebagi an atau sel uruh peraturan itu
dan peraturan pel aksanaannya tidak berl aku buat senentara waktu,
pun ber hak untuk nmenberi kebebasan terhadap peraturan-peraturan
per undang- undangan pusat itu dan peraturan-peratutran
pel aksanaannya.

Pasal 17

Apabi | a peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang
di kel uarkan ol en Penguasa Darurat ber hubung dengan kepenti ngan-
kepenti ngan yang harus di sel enggar akannya tidak perlu
di pertahankan | agi, maka Penguasa Darurat waji b segera nmencabut
per at ur an- peraturan atau perintah-perintah itu.

Pasal 18

(1) D dal am daerah yang di nyat akan dal am keadaan darur at,
setiap pegawai Negeri waji b nenberi kan segal a ket erangan yang
di perl ukan ol eh atau atas nama Penguasa Darurat, kecuali jika ada
al asan yang sah untuk tidak nenberikan ket erangan-keterangan itu,
dengan pengertian bahwa nereka yang karena martabat, pekerjaan
atau j abat annya yang sah, diwajibkan nmenyi npan rahasi a, di anggap
sebagai, nereka yang nmenpunyai al asan yang sah untuk tidak
menberi kan ket erangan-tersebut.

(2) Kewaji ban nenberi kan ket erangan, ditiadakan, jika orang
yang bersangkutan, isteri/suam nya atau kel uarganya dal am
keturunan |urus atau kel uarganya sanpai cabang kedua, dapat
di tuntut, karena keterangan itu.

(3) Pej abat - pej abat yang di dal am nel akukan tugasnya
menper ol eh ket er angan- ket erangan yang di maksud dal am ayat 1,

di waj i bkan nerahasi akan segal a sesuatu yang di ket ahui nya at au
yang dii percayakan kepadanya, asal saja pengrahasiaan itu tidak
bert ent angan dengan ket ent uan-ket entuan dal am perundang- undangan
pusat | ain.

Pasal 19

Penguasa Darurat berhak nengadakan peraturan-peraturan untuk
menbat asi pertunjukan filemfilem dan sandi war a- sandi war a,
pencet akan, penerbitan, pengunmuman, penyanpai an, penyebaran,
per dagangan dan penenpel an tulisan-tulisan berupa apapun juga,
| uki san- 1 uki san, klise-klise dan ganbar-ganbar.

Pasal 20
Penguasa Darurat berhak

1. Menget ahui senmua berita-berita serta percakapan-percakapan
yang di percayakan kepada kantor til pon atau kantor radio,



pun nel arang atau nenutuskan pengirimn berita-berita atau
per cakapan- per cakapan dengan perantaraan til pon atau radio.
2. menbat asi atau nel arang penmakai an kode- kode, tulisan rahasia
per cet akan rahasi a, tulisan steno, ganbar-ganbar, tanda-
tanda, juga penekai an bahasa | ain dari pada bahasa | ndonesi a;
3. menet apkan perat uran-peraturan yang nenbat asi atau nel arang
pemakai an pesawat kawat, tilpon partikulir, termasuk juga
senua radi o, perlengkapan penerinmaan serta penyi aran radi o,
pun juga nensita atau nenghancurkan perl engkapan-
per| engkapan ini.

Pasal 21

(1) Penguasa Darurat berhak nengadakan ket entuan bahwa unt uk
mengadakan rapat-rapat unum pertenuan-pertenuan unmum dan ar ak-
arakan harus dimnta idzin terlebih dahulu. 1dzin ini oleh
Penguasa Darurat di beri kan penuh atau bersyarat.

Yang di maksudkan dengan rapat-rapat unmum dan pertenuan-
pertenuan unmum adal ah rapat-rapat dan pertenuan-pertenuan unum
yang dapat di kunjungi ol eh rakyat umum

(2) Penguasa Darurat berhak nmenbatasi atau nel arang nenasuki
at au nemakai gedung-gedung, tenpat-tenpat kedi aman at au | apangan-
| apangan unt uk beberapa waktu yang tertentu.

(3) Ketentuan-ketentuan dal am ayat (1) dan ayat (2) pasa
ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara
agama dan adar dan rapat-rapat Penerintah.

Pasal 22

(1) Penguasa Darurat berhak nel arang orang bertenpat tingga
dal am suatu daerah atau sebagi an suatu daerah yang tertentu
sel ama keadaan darurat, jikalau setel ah diperiksa ol eh penjabat
pengusut ternyata ada cukup al asan untuk nmenganggap orang itu
ber bahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pul a
nmengel uarkan orang itu dari tenpat-tenpat tersebut.

(2) Kepada orang yang di perl akukan nmenurut ayat (1) pasal
i ni diberi tunjangan penghi dupan serta pul a tunjangan penghi dupan
kepada nereka yang di bawah tanggungannya.

Apabi | a orang yang di perl akukan nmenurut ayat (1) itu tidak
menpunyai rumah kedi aman, maka Penguasa Darurat nenberi kan tenpat
tinggal, peneliharaan dan perawatan atas tanggungan Negar a.

(3) Penguasa Darurat berhak nenbatasi orang berada dil uar
rumah.

Pasal 23
Penguasa Darurat berhak neneri ksa badan dan pakai an ti ap-
tiap orang yang dicurigai serta menyuruh neneriksannya ol eh
penj abat - penj abat polisi atau pejabat-pejabat pengusut | ain.
Pasal 24

(1) Penguasa Darurat berhak atau dapat nmenyuruh atas namanya
pej abat - pej abat polisi atau pejabat-pejabat pengusut | ai nnya



memasuki, nenyelidi ki atau nmenggel edah tiap-tiap tenpat,
sekal i pun bertentangan dengan kehendak yang nmenpunyai nya atau
yang menenpati nya, dengan nenunj ukkan surat perintah unmum atau
Surat perintah istinewa.

(2) Pejabat yang nemasuki, nenyelidi ki atau nengadakan
penggel edahan tersebut di atas nmenbuat | aporan peneri ksaan dan
nmenyanpai kannya kepada Penguasa Darurat.

(3) Pejabat yang di maksudkan di atas berhak nenbawa orang-
orang | ai n dal am nel akukan tugasnya. Hal ini disebutkan dal am
surat | aporan tersebut.

Pasal 25

(1) Penguasa Darurat berhak atau dapat nenyuruh neneriksa
dan nensita senua barang yang di duga di pakai atau akan di pakai
unt uk nengganggu keamanan serta nenbatasi atau nel arang perakai an
barang itu.

(2) Pejabat yang nel akukan pensitaan tersebut di atas harus
menbuat | aporan pensitaan dan nenyanpai kannya kepada Penguasa
Darurat dal am waktu tiga kali dua-pul uh enpat jam

(3) Terhadap tiap-tiap pensitaan, penbatasan atau | arangan,
maka yang ber sangkut an dapat nengaj ukan keber atan kepada Penguasa
Dar ur at .

Pasal 26

(1) Penguasa Darurat berhak nenganbil kekuasaan-kekuasaan
yang nmengenai ketertiban dan keamanan unmum

(2) Badan-badan Penerintahan Sipil dal am nengel uar kan,
menganbi | dan nel aksanakan perat ur an- perat uran dan ti ndakan-
ti ndakan keterti ban dan keamanan unmum tunduk kepada Penguasa
Dar ur at .

(3) Untuk pel aksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-
ti ndakan itu anggot a- anggot a kepol i si an, badan-badan pencegah
bahaya udara, di nas pemadam kebakaran keamanan | ai nnya ada di
bawah perintah Penguasa Darurat.

Pasal 27

Penguasa Darurat berhak nenganbil atau nenmakai barang-barang
unt uk keperluan di nas umum kecuali apa yang tel ah ditentukan
dal am perundang- undangan pusat tentang kereta api dan trem
Dal am penganbi | an at au penakai an bar ang- barang untuk keperl uan
di nas umumitu, sedapat nungki n harus di perol eh dahulu
persetujuan dari jawatan yang bersangkut an.

Pasal 28

Penguasa Darurat berhak

1. mengat ur, nenbatasi atau nel arang sama sekali dengan
peraturan tentang penbi ki nan, pemasukan dan pengel uaran,
pengangkut an, penegangan, penekai an dan per dagangan senj ata
api, obat pel edak, nesiu, barang- barang yang dapat nel edak
dan bar ang- barang pel edak;



2. menguasai dengan setahu Dewan Menteri perl engkapan-
per | engkapan pos, tilpon, tilgramdan radio;

3. menbat asi atau nel arang sama sekali dengan perat uran-
perat uran untuk nerobah | apangan-| apangan dan benda- benda
di | apangan itu;

4. menut up unt uk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung
pertunj ukan unum gedung- gedung ganbar hi dup, bal ai-bal ai
pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tenpat -
tenpat hi buran | ai nnya, pun juga paberi k- paberik, bengkel -
bengkel dan toko-t oko;

5. mengat ur, nenbat asi atau nel arang pengel uaran dan penmasukan
bar ang- barang dari dan ke daerah yang di nyat akan dal am
keadaan darurat;

6. mengat ur, nenbatasi atau nelarang lalu-lintas di darat, di
udara dan di |aut serta penangkapan ikan

Pasal 29

Penguasa Darurat berhak untuk nel arang orang yang berada
dal am daer ah penguasa tersebut neni nggal kan daerah itu, apabila
orang tersebut di pandangnya sangat di perl ukan, baik untuk
keamanan unmum maupun unt uk kepenti ngan perusahaan-perusahaan yang
amat di perl ukan guna nenegakkan ekonom .

BAB |11
TENTANG KEADAAN PERANG

Pasal 30

(1) Sel ama keadaan perang berl angsung, pasal -pasal dal am bab
i ni berlaku untuk seluruh w | ayah atau bagi an wi | ayah | ndonesi a
yang di nyat akan dal am keadaan per ang.

(2) Apabil a keadaan perang di hapuskan dan di susul dengan
per nyat aan keadaan darurat, naka pada saat penghapusan i ni,
per at ur an- peraturan yang tel ah di kel uarkan dan tindakan-ti ndakan
yang tel ah di anbil berdasarkan peraturan-peraturan dal am bab ini
ol eh penguasa- penguasa dal am rangka ti ngkatan keadaan perang yang
tersebut dal am pasal 7 ayat 2, tidak |agi berlaku dengan
sendi ri nya nenurut hukum kecuali yang tersebut dal am ayat 3
pasal ini.

(3) Dimana perlu, penguasa termasuk dal am ayat 2 pasal ini
dapat nenpertahankan sebagi an atau sel uruh dari peraturan-
peraturan serta tindakan-tindakan yang di adakan nmenurut bab ini,
dengan ket entuan, bahwa peraturan-peraturan dan tindakan-ti ndakan
i tu hanya berl aku sel ama-1 amanya tiga bul an sesudah saat
penghapusan keadaan perang.

Pasal 31
Pasal 13 dan pasal - pasal seterusnya dari Bab Il juga berl aku
dal am keadaan perang, dengan ketentuan bahwa:
a. per kat aan "setiap pegawai Negeri" dal am pasal 18 di baca

"senua orang";
b. pekat aan "keamanan ununi dal am pasal 29 di baca "keanmanan



umum at au pertahanan”.
Pasal 32.

Penguasa keadaan perang ber hak nengadakan per at uran-
peraturan yang nenerint ahkan, supaya orang-orang yang ada d
daer ah yang di nyat akan dal am keadaan perang nenj al ankan kewaj i ban
bekerja untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan
pel aksanaan peraturan penguasa keadaan perang.

Pasal 33

Penguasa keadaan perang berhak nel arang untuk senentara
wakt u pertunj ukkan pilem pil em dan sandi war a- sandi war a,
pencet akan, penerbitan, pengunmuman, penyanpai an, penyebaran,
per dagangan dan penenpel an tulisan-tulisan berupa apapun juga,
| uki san- | uki san, kil se-klise dan ganbar-ganbar.

Pasal 34

Penguasa keadaan perang ber hak:

1. menyur uh nmenahan dan nensita senua surat-surat dan kiri man-
kiriman | ain yang di percayakan kepada j awatan pos atau
j awat an pengangkutan | ain serta wesel -wesel dan kw tansi -
kwi t ansi bersama jum ah uang yang di setor dan di pungut untuk
itu, lagi pula nmenbuka, nelihat, meneriksa, nenghancurkan
atau nengubah isi dan nenbuat supaya tidak dapat di baca | agi
surat-surat atau kirimn-kirimn itu;

2. menget ahui surat-surat kawat yang di percayakan kepada kantor
kawat, juga nenahan, nensita, nenghancurkan atau nengubah
i si dan nel arang untuk neneruskan atau nmenyanpai kan sur at -
surat kawat itu.

Pasal 35

(1) Penguasa keadaan perang berhak nmenganbil atau nenakai
bar ang- barang senmacam apapun juga untuk | angsung kepenti ngan
keamanan at au pertahanan, kecuali apa yang tel ah ditentukan dal am
per undang- undangan pusat tentang kereta api dan trem

Dal am hal - hal yang nmengenai barang-barang untuk keperl| uan
di nas umum maka tentang ini sedapat nungkin harus diperoleh
| ebi h dahul u persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.

(2) Dal am hal penganbilan untuk dimliki, maka hak mlik
segera berpi ndah kepada Negara, bebas dari segal a tanggungan
hak- hak atas barang itu.

(3) Penetapan tentang penganbilan untuk dimliki yang
mengenai bar ang- barang ti dak bergerak dan kapal - kapal yang
menpunyai surat bukti resm, dipindahkan ol eh pegawai yang
berwaj i b nmenyi npan protokol - prot okol dari surat penbelian dan
surat - surat hypot heek, setel ah nenerinma salinan dari surat
penet apan yang bersangkutan, ke dal am surat umum aseli dari surat
hak mlik yang terakhir, dengan nel et akkan pada sal i nan penet apan
yang ber sangkutan itu.

Ji ka hak-hak itu telah batal, maka hak-hak itu dicatat dal am



surat bukti aseli yang berdasarkan hukum dan di buat atas hak
kebendaan yang terakhir, serta jikalau atas hak mlik atau hak
kebendaan itu ada hypot heeknya, maka hypot heek itu di catat pada
surat hutang aseli.

Ji kal au barang-barang itu tidak nmenpunyai surat unum aseli,
maka penetapan penganbilan untuk dimliki itu diberitahukan
kepada camat di daerah di mana barang-barang itu berada.

(4) Apabila penerintah tidak nmenerl ukan lagi hak mlik
tersebut, sedangkan waktu tiga tahun bel um bersel ang dari sejak
pencabutan hak mlik itu, maka orang yang dianbil hak mliknya
menpunyai hak yang di dahul ukan dari pada orang-orang | ai n untuk
menper ol eh bar ang- barang tersebut kenbali dengan harga yang
di t et apkan ol eh ahli-ahli

Pasal 36

(1) Penguasa keadaan perang berhak sewakt u-waktu
mener i nt ahkan penyer ahan bar ang- barang yang akan di anbi | untuk
dimliki atau di pakai guna kepenti ngan keamanan at au pertahanan,;
kekuasaan i ni dapat di serahkan kepada penj abat - penj abat yang
di tunj uk ol eh penguasa keadaan perang.

(2) Mereka yang nenerintahkan penyerahan itu dan juga orang-
orang yang i kut-serta atas perintah nereka, berhak sewaktu-waktu
masuk dengan bebas kesenua tenpat, juga kerumah-rumah di mana
di sangka bar ang- barang itu ada.

(3) Pemakai an barang tidak bergerak berarti juga hak untuk
nmer obah keadaan barang, begitu pul a penyi ngkiran, pengrusakan
at au penghancuran dari senua barang-barang yang nenghal ang-
hal angi pel aksanaan ti ndakan-tindakan mliter.

Pasal 37

(1) Penguasa keadaan perang berhak nmenerintahkan kepada
penj abat atau orang yang ada di daerah yang di nyat akan dal am
keadaan perang, untuk nenberi tenaga guna penganbil an sesuatu
barang untuk di pakai atau dimliki guna kepentingan keamanan atau
pert ahanan.

Mereka ini harus nel akukan pekerjaan yang di waji bkan nenur ut
peri nt ah-perintah penguasa keadaan perang.

(2) Penguasa keadaan perang nengat ur penggantian kerugi an
yang harus di bayar untuk pekerjaan-pekerjaan itu.

(3) Untuk penganbil an serta penakai an barang- barang tersebut
dal am pasal 36, akan di beri kan pengganti kerugi an, kecuali jika
dal am perundang- undangan pusat ditentukan | ain atau ada
persetuj uan | ai n dengan yang ber sangkut an.

(4) Penggantian kerugian itu akan diatur sel anjutnya dengan
Per at uran Peneri nt ah.

(5) Dal am pengertian penganbilan untuk dimliki atau
penganbi | an untuk di pakai, tidak termasuk penghancuran atau
pengr usakan barang-barang, bai k untuk sebagi an maupun sel uruhnya
guna kepentingan siasat pertahanan negar a.

Pasal 38



(1) Penguasa keadaan perang berhak nenangkap orang dan
menahannya selama 10 hari. Penahanan itu dapat di perpanjang
dengan waktu yang sel ama-| amanya sepul uh hari, dengan
penberit ahuan kepada Dewan Menteri.

(2) Dalam waktu tiga kali dua-pul uh enpat jam orang yang
di tahan harus sudah di peri ksa. Dalam hal yang |uar biasa, dengan
per set uj uan Dewan Menteri, waktu itu dapat di perpanjang buat
sel ama-| amanya 14 hari. Dari peneri ksaan itu harus di buat berita-
acar a.

Pasal 39

(1) Penguasa keadaan perang berhak dengan surat keputusan
menunj uk bagi orang terhadap siapa terdapat petunj uk-petunjuk
bahwa i a akan nengganggu keamanan, suatu tenpat tertentu sebaga
t enpat berdi am unt uk senentara dan nenbawanya ke situ.

(2) Salinan surat keputusan dan berita-acara peneri ksaan
yang ber sangkutan dal am waktu tiga kali dua pul uh enpat jam harus
di ki ri mrkan kepada Dewan Menteri, Jaksa Agung, Ketua Pengadil an
Ti nggi, Jaksa pada Pengadil an dari tenpat tinggal orang yang
di perl akukan nmenurut ayat 1 pasal ini dan kepada orang itu
sendiri.

(3) Apabila penberitahuan tentang al asan-al asan perl akuan
t ersebut di anggap bertentangan dengan kepentingan Negara, naka
al asan-al asan itu tidak di sebutkan dal am sal i nan-sal i nan sur at
keput usan dan berita-acara peneri ksaan yang di ki ri nkan kepadanya.

(4) Terhadap perl akuan tersebut dapat diajukan keberatan
ol eh yang ber sangkutan kepada Ketua Pengadil an Tinggi yang
di mmksudkan dal am ayat 2.

Ket ua Pengadil an Tinggi diwajibkan nel akukan peneri ksaan
t erhadap keberatan itu, sel anbat-| anbatnya dal am waktu satu bul an
setel ah diteri manya keberatan tersebut.

Ket ua Pengadil an Tinggi berhak juga, wal aupun tidak diaj ukan
surat keberatan, nengaj ukan pernohonan kepada Dewan Menteri,
supaya di beri kesenpatan untuk nel akukan peneri ksaan terhadap
per| akuan seseorang sebagai yang di maksud dal am ayat 1 pasal ini.

Apabi | a di | akukan peneri ksaan ol eh Ketua Pengadil an Ti nggi,
maka Dewan Menteri berhak nenetapkan, bahwa peneriksaan itu
di | akukan dal am si dang tertutup.

(5) Apabila terhadap sesuatu perl akuan ternmaksud di atas
di aj ukan surat keberatan, maka Ketua Pengadil an Ti nggi
sel ekas- | ekasnya nenberitahukan pendapatnya tentang hal itu
kepada yang di perl akukan itu dan kepada Dewan Menteri. Setel ah
meneri ma pendapat Ketua Pengadil an Tinggi maka Dewan Mentri
sel ekas-| ekasnya nenganbil putusan atas surat keberatan itu.

(6) Ketua Pengadilan Tinggi senantiasa berhak nmenberitahukan
pendapat nya kepada Dewan Menteri tentang sesuatu perlakuan yang
di berit ahukan kepadanya nenurut ayat 2.

(7) Jika suatu tenpat ditetapkan sebagai tenpat berdi am
maka orang-orang yang bersangkut an dapat ditenpatkan dal am
pengawasan istinmewa serta nereka harus tunduk pada peraturan-
peraturan dari penjabat yang ditetapkan ol eh penguasa keadaan
perang ber dasar kan petunj uk penguasa keadaan perang.



(8) Tenpat-tenpat yang ditunjuk sebagai tenpat berdi am
berdasarkan ayat 1 pasal ini ada di bawah pengasawan Kenenteri an
Kehaki man.

(9) Peraturan Penerintah nmengatur hal -hal nmengena
penel i har aan bar ang- barang kepunyaan orang yang di perl| akukan
menur ut pasal ini dan juga nengenai kepentingan-kepentingan
| ai nnya.

(10) Tiap-tiap bulan harus di sanpai kan ol eh penguasa keadaan
perang | aporan kepada Dewan Menteri apa sebab perl akuan yang
di maksud dal am pasal ini dil anjutkan.

Pasal 40

Penguasa keadaan perang ber hak:

1. memanggi | orang-orang warganegara, bukan mliter, yang
bertenpat tinggal di |ndonesia, untuk bekerja pada Angkatan
Perang Republ ik I ndonesia dan dimnta pertol ongan serta
bant uan unt uk nenj aga keamanan atau i kut-serta dal am
pert ahanan, maupun untuk nenj al ankan pekerjaan- pekerjaan
mliter yang dapat dil akukan ol eh nereka; peraturan-
perat uran hukum pi dana tentara dan disiplin tentara, pun
per at uran-peraturan tentang acara peradilan tentara berl aku
unt uk nereka dari sejak nereka di panggil; apabila panggil an
tersebut tidak di penuhi, tanpa al asan yang sah atau masuk
akal , maka perbuatan orang-orang itu adal ah desersi;

2. nmencegah j angan sanpai seorang dengan sengaj a nel al ai kan
atau nenol ak nel akukan pekerj aan- pekerjaan yang tel ah
di sanggupi nya atau yang harus di penuhi nya ol eh karena
j abat annya, apabila nmenurut pertinbangan penguasa keadaan
perang hal itu nmengaki batkan atau dapat di perhitungkan akan
mengaki bat kan kerugi an pada pertahanan negara, kerugi an pada
keterti ban unum at au pada kehi dupan ekonom masyar akat,
dengan tidak nmenutup kenmungki nan akan penyel esai an
persel i si han- perseli si han perburuhan nenurut Undang-undang
yang berl aku; apabila di adakan | arangan yang dem ki an, maka
dengan j el as harus ditunjuk perusahaan, perkebunan, paberik,
bengkel atau tenpat, dimana atau untuk maksud apa pekerj aan-
pekerjaan itu harus dil akukan;

3. mener i nt ahkan, bersama-sama dengan | arangan tersebut di
atas, kepada mmji kan untuk nmenganbil tindakan-tindakan yang
di pandang | ayak bagi kepentingan buruh yang bekerja padanya.

Pasal 41

Badan- badan Penerintahan Sipil serta pegawai - pegawai nya serta
or ang- orang yang di per bant ukan kepadanya waji b tunduk kepada
perint ah-perintah penguasa keadaan perang yang di beri kan sesuai
dengan pet unj uk- petunj uk Dewan Menteri, kecuali badan atau
pegawai yang di bebaskan dari kewaji ban ini ol eh Dewan Menteri.

Pasal 42

Penguasa keadaan perang ber hak nenyi npang dari peraturan-
peraturan tentang hal -hal yang kini diatur dalam "De Hi nderor-



donnantie", "Het Stoonroglenent”, "Het Veiligheidsreglement",

"Het Reedenrcgl ement 1925", "De., Petrol eunopl agordonnantie”, "De
Loodsdi enst ordonnanti e", "De Reisrkgeling 1918-1924" seperti

di ubah dan ditanbah ol eh "Herziene Reisregeling 1933" dan "Het
Toel ati ngsbesl uit".

Pasal 43

(1) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat ti dak
bol eh di kel uarkan dan di umunkan, jika tidak nmenperol eh
persetujuan | ebi h dahulu dari penguasa keadaan perang.

(2) Kepada penguasa keadaan perang dapat di beri kan kekuasaan
penuh atau kekuasaan bersyarat ol eh Dewan Menteri untuk nengat ur
hal - hal yang tel ah di atur ol eh perundang-undangan pusat.

(3) Apabila Dewan Perwakil an Rakyat tidak dapat bersidang | agi,
maka Dewan Menteri dapat nenberi kekuasaan penuh atau kekuasaan
ber syarat kepada penguasa keadaan perang untuk nengatur hal - hal
yang harus di atur ol eh perundang-undangan pusat.

Pasal 44

Penberi an kekuasaan yang di maksudkan dal am pasal 43 ayat 2 dan 3
tidak perlu apabil a keadaan sungguh-sungguh nemaksa, akan tetap
dal am wakt u enam kal i duapul uh enpat jam setel ah pengunuman
per at uran penguasa keadaan perang atau setel ah penberi an
penbebasan pada Undang- undang ol eh penguasa keadaan perang atau
set el ah perhubungan dengan Penerintah Pusat dapat di adakan | agi,
pengesahan harus dimnta dari Dewan Menteri

Pasal 45.

(1) Dengan nenperluas ketentuan seperti yang tersebut dalam Kitab
Undang- undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 948 ayat

2, maka pada tenpat-tenpat di mana dal am | i ngkungan enam
kilo-nmeter tidak terdapat seseorang yang berhak untuk nel akukan
pekerjaan notaris, atau tidak dapat di m nta pertol ongan dari
kenmenterian dari orang-orang yang ber hak nel akukan pekerjaan
notaris itu karena terputusnya lalu-lintas, atau karena orang-
orang itu tidak ada, tidak senpat atau berhal angan, maka kehendak
terakhir dapat di nyatakan dan di buat di hadapan tiap-tiap

penj abat unum dan tiap-tiap perw ra Angkatan Perang, dengan

di saksi ksan ol eh dua orang.

(2) Terhadap kehendak terakhir ini berlaku pasal -pasal 949, 950
ayat 2 dan pasal 953 Kitab Undang-undang Hukum Per dat a.

(3) D tenpat-tenpat yang di maksudkan dal am ayat pertanma pasa

i ni, dapat juga di buat kehendak terakhir dengan surat akte di
bawah tangan, asal saja surat ini seluruhnya ditulis, diberi
tanggal dan ditanda tangani ol eh yang nmeni nggal kan wari s.

(4) Terhadap kehendak terakhir ini berlaku pasal 952 dan 953

Ki tab Undang- undang Hukum Per dat a.

BAB | V.
KETENTUAN- KETENTUAN UNTUK MENEGAKKAN KEKUASAAN
DAN KETENTUAN- KETENTUAN Pl DANA.



Pasal 46

(1) Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang berhak, apabila
perl u dengan nenmekai kekerasan neni adakan,. nencegah, nenjal ankan
at au nengenbal i kan dal am keadaan senul a segal a sesuatu yang
sedang atau yang tel ah di buat atau di adakan, dil akukan,

di abai kan, dirusakkan atau dianbil, bertentangan dengan
Undang-undang i ni atau dengan peraturan-peraturan atau
perintah-perintah yang di kel uarkan ol en Penguasa Darurat atau
penguasa keadaan perang berdasar kan Undang-undang ini.

(2) Biaya tindakan yang di anbil ol eh Penguasa Darurat atau
penguada keadaan Perang berdasar kan hak tersebut dal amayat 1
di at as di tanggung ol eh pel anggar. Biaya ini dapat ditagi h dengan
surat paksaan yang sama kekuatannya dan sanma cara nenjal ankannya
seperti suatu salinan resm dari suatu keputusan haki m dal am
perkara sipil yang tidak dapat diubah |agi.

(3) Kecuali dal am hal - hal yang memer| ukan penyel esai an yang nmaka
ti ndakan-ti ndakan Penguasa Darurat atau penguasa keadaan

ber dasar kan hak tersebut dalamayat 1 di atas, baru bol eh dianbi
dengan tulisan yang bersangkutan di beritahu.

Pasal 47

(1) Barangsi apa nel anggar peraturan yang di kel uarkan dan

di umunkan ol eh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang

ber dasar kan Undang-undang ini, di hukum dengan hukuman kurungan

sel ama- | amanya tiga bul an atau denda setinggi-tingginya tiga ribu

rupi ah, apabila tindak-pidana itu tidak di ancam dengan hukuman
yang | ebi h berat | agi dal am atau berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sel ai n dari pada hukuman yang tersebut dalamayat 1 di atas,

dapat di ranpas:
bar ang- barang yang di gunakan dal am ti ndak- pi dana yang
di mksudkan dal am ayat 1 tersebut di atas;

b. bar ang- barang yang nenurut keputusan haki m har us di pandang
sama kedudukannya sel uruhnya atau sebagi an dengan bar ang-
barang yang di maksud dal am pasal ini ayat 2 sub a;

C. bar ang- barang yang di perol eh dari pel anggar an- pel anggar an
yang di maksud dal am ayat 1 tersebut di atas atau barang-
barang yang di pakai dal am nel akukan pel anggar an- pel anggar an
itu.

(3) Peranpasan barang-barang yang di mnaksud dal am ayat 2 dil akukan
juga terhadap barang-barang yang bukan kepunyaan ter hukum

Pasal 48

Bar angsi apa nel anggar peraturan-peraturan yang di kel uarkan dan

di ununkan ol eh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang

ber dasar kan pasal 19, pasal 21 ayat 1, pasal 27, pasal 28 angka
1, 2, 5 dan 6, pasal 32, pasal 33, pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat
1, pasal 37 ayat 1 dan pasal 40 angka 2 dan 3 Undang-undang i ni,
di hukum dengan hukuman kurungan sel ama-| amanya satu tahun atau
denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.



Pasal 49

Bar angsi apa tidak nenuruti perintah Penguasa Darurat atau
penguasa keadaan perang berdasarkan Undang-undang ini atau

per at ur an- per at ur an penguasa- penguasa tersebut, dapat di hukum
dengan hukuman kurungan sel ama-| amanya satu tahun atau denda
setinggi-tinggi nya sepul uh ribu rupiah, apabila tindak-pidana itu
ti dak di ancam dengan hukuman yang | ebi h berat |agi dal am atau

ber dasar kan Undang-undang ini .

Pasal 50

Bar angsi apa nenol ak at au dengan sengaj a nel al ai kan nenenuhi
kewaj i ban yang ternmaktub dal am pasal 18 ayat 1, di hukum dengan
hukuman penj ara sel ama-| amanya 3 tahun atau denda setinggi -
tinggi nya sepul uh ribu rupiah

Pasal 51

Anggot a- anggot a badan Penerintahan Sipil atau pegawai - pegawai
sipil yang nenol ak atau yang sengaj a nel al ai kan unt uk nmenenuh
kewaj i ban kewaj i ban yang termnmaktub dal am pasal 18 ayat 1, pasal
26 ayat 2 dan pasal 41 Undang-undang ini, di hukum dengan hukuman
penj ara sel ama-1 amanya enpat tahun.

Pasal 52.

Bar angsi apa tidak nenaati suatu syarat yang ditentukan ol eh
Penguasa darurat atau penguasa keadaan perang berhubung dengan
penbebasan terhadap suatu peraturan yang di beri kan ol eh penguasa
i tu, di hukum dengan hukuman kurungan sel ama-| amanya tiga bul an
atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, apabila tindak-
pidana itu tidak tidak di ancam dengan hukuman yang | ebi h ber at

| agi dal am at au berdasar kan Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Barangsi apa yang tidak nmenuruti perintah yang diberikan
berdasar kan pasal 22 ayat 1, di hukum dengan hukuman penj ara

sel ama- | amanya tiga tahun

(2) Mereka yang di sangka atau di dakwa nel akukan kej ahatan yang
tersebut dalamayat 1 di atas, diperbol ehkan ditahan nmenurut cara
yang di | akukan terhadap tersangka-tersangka atau terdakwa-

t erdakwa yang nel akukan kej ahat an yang di ancam dengan hukuman
penj ara sel ama-1 amanya |ima tahun atau | ebih.

(3) Senua peraturan tentang hukum acara pi dana nengenai penahanan
senment ara di | akukan terhadap nereka yang di maksudkan dal am ayat 2
di atas.

(4) Tersangka atau terdakwa yang dal am penahanan senentara

ber dasar kan pasal ini, bebas dengan sendirinya nenurut hukum
apabi | a keadaan bahaya tidak ada | agi dal am daerah yang

ber sangkut an.



Pasal 54

Apabi | a sal ah satu kej ahatan yang di maksudkan dal am pasal - pasal
211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 dan 219 Kitab Undang- undang
Hukum Pi dana di | akukan dal am daerah yang di nyat akan dal am keadaan
bahaya, maka hukuman- hukuman yang di sebut dal am pasal - pasal
tersebut dapat ditanmbah dengan seperti ga.

Pasal 55

Sel ai n dari penjabat-penj abat pengusut yang tersebut dal am

per at ur an- per at uran hukum acar a pi dana, Penguasa Darurat atau

penguasa keadaan perang dapat nengangkat serta nmenyunpah orang
unt uk berti ndak sebagai pengusut nengenai kejahatan atau

pel anggar an yang di ancam dengan hukuman nenur ut Undang- undang

ini.

Pasal 56

Apabi | a tanggung jawab atas suatu tindak pidana nmenurut atau
ber dasar kan Undang-undang ini ada pada suatu badan hukum nmaka
tunt ut an hukum dapat dil akukan dan hukuman dapat dij at uhkan

t er hadap anggot a- anggot a pengurus atau waki |l nya.

Pasal 57

(1) Penj abat - penj abat Penguasa Darurat atau penjabat - penj abat
penguasa keadaan perang yang nenyal ahgunakan wewenang yang

di beri kan kepadanya ol eh Undang-undang i ni, di hukum dengan
hukuman penj ara setinggi-tingginya 5 tahun.

(2) Ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku, apabila
per buat an penyal ahgunaan yang ternmaksud mnerupakan suatu tindak
pi dana yang tel ah di atur dan di ancam dengan hukuman yang | ebi h
berat dal am Undang-undang | ai n.

Pasal 58

Ti ndak- pi dana nmenurut atau berdasarkan Undang-undang i ni adal ah
pel anggar an, kecual i tindak-pi dana nmenurut pasal -pasal 51, 53 dan
57, yang di anggap sebagai kej ahat an.

Pasal 59
Dal am daer ah yang di nyat akan dal am keadaan bahaya, tiap-tiap
penahanan yang berupa apapun juga dapat dil akukan, apabila
t erpaksa, pada tenpat yang ditunjuk ol en Penguasa Darurat atau
penguasa keadaan perang.

BAB V
PERATURAN PERALI HAN

Pasal 60

Per at ur an- per at ur an/ keput usan- keput usan yang ber dasar kan



"Regeling of de Staat van Qorlog en van Bel eg" (Staatsblad 1939
No. 582) dan/atau peraturan-peraturan pel aksanaan "Regeling of de
Staat van OoTl og en van Beleg" itu, yang masi h berl aku pada saat
undang-undang ini mnulai berlaku, tetap berl aku untuk sel ana-

sel amanya 4 bul an | agi, sesudah saat tersebut.

BAB VI
PERATURAN PENUTUP

Pasal 61

Undang-undang i ni dapat disebut "Undang-undang Keadaan Bahaya
1957" dan nul ai berl aku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penenpatan dal am Lenbar an
Negara Republi k I ndonesi a.

D sahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Okt ober 1957.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

SCEKARNO
Di undangkan
pada tanggal 17 Desenber 1957.
MENTERI KEHAKI MAN,
G A MAENGKOM
PERDANA NMENTERI / MENTER
PERTAHANAN
DJ UANDA
MENTERI DALAM NEGERI ,
SANCESI HARDJADI NATA
PENJELASAN
UNDANG- UNDANG NOVOR 74 TAHUN 1957
TENTANG

KEADAAN BAHAYA

UMUM

1. Jika suatu negara terancam ol eh bahaya, naka haruslah ia
nmenusat kan per hati annya pada kedudukannya sendiri. O eh karena
bagai manapun juga tujuan-tujuan | ainnya dari negara tersebut
ti dakl ah dapat tercapai, apabila negara roboh kel ak.

Ber hubung dengan itu, maka tidak bol eh tidak adakal anya
t erpaksa pul a nengubah susunan negara, penbagi an dan sifat



kekuasaan negara serta kedudukan negara terhadap penduduk negeri,
agar supaya untuk nenpertahankan negara, nusa dan bangsa.
Penmeri nt ah dapat bertindak terhadap bahaya yang di hadapi nya
dengan kekuasaan- kekuasaan yang istinewa. Ini berarti, bahwa
kemungki nan unt uk nenyi npang dari hukum obyektif harus di adakan,
kar ena perangkai an kai dah yang ada, nenjadi amat rendah
kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk nenganbil suatu
ti ndakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan yang nmengancam
negara, bahkan harus diterim pula, bahwa adakal anya ti ndakan
Pemeri nt ah hanya untuk nengat asi keadaan bahaya itu senmat a- nata
atas dasar kai dah darurat.

Hal ini juga di akui ol eh Undang-undang Dasar Senentara
Republ i k I ndonesi a seperti di kenukakan ol eh pasal 129, sehingga
i nil ah yang nenj adi dasar apa sebab Penerintah dapat nenyat akan
keadaan bahaya i1tu. Dal am pada itu, terang bahwa pasal 129 tidak
menghendaki, bahwa kekuasaan Penerintah untuk nenyi npang dar
hukum obyektif, hanya berdasar pada satu atau beberapa peraturan
yang umum bunyi nya akan tetapi di haruskan ol ehnya nmengadakan
Undang- undang yang nengat ur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya
dan aki bat - aki bat pernyataan dem ki an itu dan seterusnya
nmenet apkan bi | amana kekuasaan al at - al at perl| engkapan kuasa si pi
yang ber dasar kan Undang-undang Dasar tentang ketertiban unmum dan
polisi, seluruhnya atau sebagi an berali h kepada kuasa Angkat an
Per ang dan bahwa penguasa- penguasa sipil takluk kepada penguasa-
penguasa Angkat an Perang. Mka dem ki anl ah Undang- undang Dasar
yang di maksud ol eh pasal 129 itu tidak agaknya nengenukakan,
bahwa Penerintah dal am keadaan darurat berhak begitu saja
menganbi | tindakan-tindakan dan nengel uar kan kai dah-kai dah yang
menyi npang dari hukum yang tercantum dal am Undang-undang seperti
menur ut pendirian, bahwa kesadaran hukumitu adal ah sunber asl
dari hukum sel ur uhnya.

Pun tidakl ah sel aras dengan pemandangan pasal 129, bahwa
Undang- undang Keadaan Bahaya itu adal ah | ebih dari pada suatu
Undang- undang i sti newa yang nenberi kan kekuasaan- kekuasaan | uar
bi asa dal am | i ngkungan perundang- undangan kenegaraan, yaitu bahwa
Undang- undang Keadaan Bahaya adal ah peraturan sui generis yang
berdiri di atas perundang-undangan, sehingga sah tidaknya nenur ut
hukum t i ndakan-ti ndakan yang di anbi |l harus di ukur nenur ut
keadaan- keadaan sesungguhnya pada waktu itu. Dan bukanl ah maksud
dari pasal 129 untuk nenberi kan del egasi kekuasaan yang umnmum
kepada penguasa- penguasa dal am keadaan bahaya.

Akan tetapi, Undang-undang Keadaan Bahaya itu tidak lain
dari pada suatu peraturan yang nenentukan bagai mana bat as- bat as
kekuasaan- kekuasaan yang harus di beri kan itu dal am hal - hal yang
tertentu, supaya-penguasa yang bertanggung-j awab dapat nel akukan
tugasnya dengan seksama. Begitul ah di |uar peraturan keadaan
bahaya itu tidak ada penbatasan dari hak-hak yang di beri kan ol eh
Undang- undang Dasar atau Undang-undang dan juga tidak ada al asan
dal am keadaan darurat untuk nengesahkan tindakan-tindakan nenur ut
pandangan sendiri-sendiri di luar kekuatan Undang-undang Keadaan
Bahaya itu, dengan maksud supaya ada pegangan jel as bagi
penguasa- penguasa dal am keadaan bahaya dan ada ket entuan yang
dapat di pegang ol eh rakyat, agar penguasa-penguasa tidak begitu
saj a dapat nemakai kekuasaan-kekuasaan dan dengan cara yang tidak



sel ayaknya. Dal am pada itu, tentu jangan dil upakan hak penbent uk
Undang- undang unt uk nensahkan kenudi an ti ndakan-ti ndakan apapun
juga yang tel ah dil akukan di |uar Undang-undang Keadaan Bahaya.

2. Sebagai prinsip maka nenyat akan keadaan bahaya
di | akukan ol eh Presiden.

Di sanping itu, berhubung wi | ayah Republik Negara R |. amat
| uas dan karena itu bukannya suatu hal yang khayal jika pada
suatu keti ka terdapat suatu bagian dari w | ayah tersebut yang
hubungannya dengan Penerintah Pusat terputus sama sekali, perlu
di adakan kenmungki nan akan pernyat aan daerah tersebut dal am
keadaan bahaya ol eh pejabat tertentu setenpat atas nama Presiden.

3. Di sanpi ng kat a-kata (dal am pasal 129 ayat 2 U. U D.S.)
yang menyebut kan peral i han kuasa sipil ketangan Angkatan Perang
dan dengan dem ki an nenunj uk kepada hal bahwa kekuasaan- kekuasaan

| uar bi asa dal am keadaan bahaya akan di beri kan kepada kuasa
tentara sebagai al at kekuasaan yang di anggap dapat nengat asi
ancaman negara yang berbahaya, tidak tertutup kenmungki nan atau
kel el uasaan bagi penbent uk Undang-undang unt uk nenet apkan sebuah
"dewan" sebagai penguasa dal am rangka keadaan bahaya, pun untuk
mengadakan ti ngkatan keadaan bahaya dengan penguasa tanpa pej abat
mliter, baik sebagai penguasa tunggal maupun sebagai Ketua
at aupun sebagai anggota, sehingga dapat di adakan suatu tingkatan
yang penguasanya semata-mata bercorak sipil.

Keadaan bahaya tingaktan sedem ki an itu di peruntukkan suatu
keadaan yang bel um nmener| ukan canpur tangan komandan mliter
dal am peneri nt ahan, karena keadaan tersebut dianggap masi h dapat
di | ayani / di at asi ol eh pejabat sipil dengan nenberi kan kepadanya
t ambahan wewenang- wewenang.

Kel el uasaan bagi penbent uk Undang-undang itu berdasarkan
kat a- kat a dal am pasal /ayat tersebut juga, yang nenegaskan bahwa
"Undang- undang nengat ur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan
aki bat - aki bat pernyataan dem kian itu".

4. Per nyat aan keadaan bahaya di | akukan ol eh Peneri nt ah
seperti yang tercantum dal am pasal 129 Undang-undang Dasar
Senent ar a.

Ter hadap soal bil aman keadaan bahaya dapat di nyat akan,

di anbi | pendirian, bahwa Penerintah tidak bol eh nenyat akan begitu
saj a keadaan bahaya, ol eh karena aki bat pernyataan besar sekal

t er hadap penggunaan kekuasaan Penerintah, |alu di khawatirkan

ti ndakan-ti ndakan sewenang-wenang.

Maka dari itu di adakan penbat asan- penbat asan dal am per at uran
keadaan bahaya secara nenyebut kan dal am hal - hal mana Peneri nt ah
dapat nenyat akan keadaan bahaya. Apabila dilihat dari sudut
kepenti ngan penbatasan kekuasaan Penerintah dal am hal nenyat akan
keadaan bahaya, naka hal -hal itu harus di sebut dengan teliti,
akan tetapi sebaliknya penetapan dengan teliti itu akan
nmenghal ang- hal angi pernyataan itu ol eh Penerintah, sebab ia akan
segan- segan, karena apabil a penbat asan- penbat asan yang di adakan
amat seksamm, ia khawatir kal au-kal au ia nel anpaui bat as- bat as
yang tel ah ditentukan itu. Maka dari itu diberi penbatasan-
penbat asan yang agak unum

Unt uk nenghi ndar kan kesul i tan-kesulitan yang akan di al am
ol eh Penerintah dal am nenyat akan keadaan bahaya dan juga ol eh
kar ena bagai manapun juga Penerintah yang bertanggung-jawab atas



per nyat aan keadaan bahaya, neka al asan-al asan yang nenbol ehkan
keadaan bahaya dapat di nyatakan di pi sahkan dari pada tingkatan
keadaan bahaya. Artinya, apabila suatu sebab/al asan yang

di t ent ukan dal am Undang-undang tel ah tinbul, maka Penerintah
boleh mem |ih tingkatan mana yang sel ayaknya nenurut pendapat nya
di nyat akan unt uk nengat asi keadaan.

Dengan nenet apkan hal - hal / kej adi an- kej adi an/ keadaan- keadaan
sebagai al asan untuk pernyataan suatu keadaan bahaya, maka tak
di ut amakan sebab-nusabab dari pada hal - hal / kej adi an- kej adi an
keadaan- keadaan tersebut.

Yang penting dan yang nenjadi ukuran bagi Penerintah untuk
menyat akan suatu keadaan bahaya, yaitu tingkatan keadaan bahaya
yang setinpal, ialah intensiteit peristiwa/keadaan yang
mengkhawat i r kan bagi berl angsungnya kehi dupan negara dan
masyar akat .

Sel ain dari pada sebab-sebab yang | azi m di pakai untuk
nmenent ukan apabi | a keadaan bahaya dapat di nyatakan, juga di sebut
sebab apabil a ketertiban hukum terancam ol eh kerusuhan-kerusuhan
at au gangguan- gangguan | ain, pun apabil a di khawatirkan akan
terj adi nya ancaman- ancaman yang dem ki an. Sebab itu di masukkan
dal am pasal 1 Undang-undang ini, oleh karena nmenurut il mnmu perang
noder n, nengadakan kerusuhan-kerusuhan atau gangguan- gangguan
keterti ban hukum di negara nmusuh termasuk suatu siasat penting
unt uk nmendahul ui penyerbuan umum Siasat dem kian itu yang
terkenal dengan nama perang psychol ogis atau perang dingi n dan
sel anj ut nya perang gel ap (subversi ef) yang kedua-duanya dil akukan
ti dak secara terang-terangan, tetapi dengan tipu-nuslihat yang
hal us dan bermaksud untuk nerusak jiwa penduduk, ekonom dan
kedudukan negara nusuh.

Per angan secara inilah yang nerupakan bahaya yang terutama
pada masa nodern ini.

Pengawasan ol eh haki m t er hadap pernyat aan-pernyat aan keadaan

bahaya dari Penerintah tidak di adakan, ol eh karena tidak sel aras
dengan susunan negara | ndonesia unutmmya dan tidak sesuai dengan
kedudukan haki m khususnya di | ndonesia ini, sedangkan pengawasan
ol eh Dewan Perwakil an Rakyat hanya terbatas pada pengesahan
tentang kel anjutan dari keadaan bahaya yang tel ah di nyat akan,

unt uk nenghi ndar kan persoal an tentang berl akunya kenbal

penol akan Dewan Perwakil an Rakyat sanpai pada saat pernyataan
keadaan bahaya. Sel anjutnya dapat di kenmukakan di sini wewenang
Dewan Perwakil an Rakyat untuk nenghapuskan keadaan bahaya dengan
mengaj ukan usul Undang-undang Penghapusan.

Ber hubungan dengan ini, ditetapkan pul a bahwa keadaan perang
dengan perang nyata, hanya dapat di hapuskan dengan Undang-
undang.

5. Agar ada kepastian tentang siapa yang nenmegang
kekuasaan dal am keadaan bahaya ber dasar kan Undang- undang Keadaan
Bahaya, maka ol eh Undang-undang tersebut ditentukan pul a dengan
t egas nmsi ng- masi ng penguasa untukt tiap-tiap tingkatan keadaan
bahaya, bai k untuk di Pusat maupun untuk di daerah-daerah.

Untuk | ebi h nenjam n unsur kedenokrasi an, nmaka pada unumya
penguasa- penguasa yang di beri wewenang- wewenang ol eh Undang-
undang i ni merupakan suatu badan "col |l egiaal" yang terdiri dari
Ket ua dan beberapa orang anggota, dengan catatan bahwa jika dal am



mel akukan wewenang- wewenang keadaan bahaya ti dak dapat tercapai

per sesuai an paham yang di harapkan, suara Ketua yang nenent ukan;

dem ki an unat uk nmenj am n kel ancaran pel aksanaan kekuasaan keadaan
bahaya.

6. Kekuasaan- kekuasaan i sti mewa yang di beri kan kepada
penguasa- penguasa dal am keadaan bahaya ti dak bol eh sama besarnya
pada setiap waktu keadaan bahaya, berhubung dengan kekuasaan-
kekuasaan istinewa ini pada dasarnya harus sesuai dengan der aj at
genti ngnya keadaan bahaya yang di hadapi. |tul ah sebabnya di adakan
penbagi an keadaan bahaya yang di hadapi ol eh Penguasa Darurat dan
keadaan bahaya yang harus di hadapi ol eh penguasa keadaan perang.

Dem ki anl ah di perol eh susunan tingkatan-tingkatan dengan
kekuasaan- kekuasaan sebagai beri kut

A. Keadaan Dar ur at .

a. nmengel uar kan per at ur an-peraturan polisi;

b. mem nt a ket erangan-ket erangan dari pegawai negeri; (D catat
di si ni, bahwa dal am keadaan perang penguasa dapat newaji bkan
setiap orang untuk nenberi kan keterangan itu);

C. mengadakan perat uran-peraturan tentang penbatasn
pertunj ukan- pertunj ukan apapun juga serta senua penerbitan
dan pengunuman apapun j uga;

d. menbat asi unt uk senent ara percetakan, radi o, kode-kode dan
sebagai nya;

e. menbat asi rapat-rapat unmum dan | ai n sebagai nya dan nenbat asi
atau nel arang nemasuki dan nenakai gedung; nengusir orang;

g. nmenbat asi orang berada di |uar rumah

h. meneri ksa badan dan pakai an;

i menggel edah tiap-tiap tenpat;

] - menganbi | atau nmenmekai barang-barang untuk keperluan unmum

k. meneri ksa dan nensita barang-barang yang di sangka di pakai
at au akan di pakai untuk nerusak keanmanan;

1. menganbi | kekuasaan- kekuasaan si pil yang nmengenai ketertiban
umum dan keamanan;

m nmener i ntah dan nengat ur badan- badan kepoli si an, penadam

kebakaran dan badan- badan keamanan | ai nnya;
n. menganbi | tindakan apapun juga terhadap senjata-senjata ap
dan bar ang- barang pel edak;

0. menguasai dan nengat ur perl engkapan- perl| engkapan pos,
tilpon, tilgramdan radio;

p. nmenbat asi at au nel arang nengubah | apangan-| apangan dan
benda- benda di |apangan itu;

qg. menut up unt uk senent ara gedung- gedung penghi bur;

r. nmel arang dan nenbat asi pemasukan barang-barang dari dan ke
daer ah yang di nyat akan dal am keadaan dar urat;

S. nmel arang dan nenbatasi lalu-lintas di darat, di |aut dan di
udar a;

t. nmel arang orang neni nggal kan daerah yang di nyat akan dal am

keadaan dar ur at .

B. Keadaan Per ang.
Sel ai n kekuasaan- kekuasaan tersebut sub A :
a. mengadakan kewaj i ban bekerja untuk kepentingan keamanan atau
pert ahanan dan pel aksanaan perat uran penguasa keadaan
per ang;



b. mel ar ang pertunj ukan- pertunj ukan, penerbitan dan sebagai nya;

C. menbat asi dan neni adakan hak rahasia surat dan kawat;

d. menganbi | atau menerint ahkan penyerahan senua barang unt uk
dimliki atau di pakai guna kepenti ngan keamanan atau
pert ahanan;

e. menger ahkan tenaga guna nenganbil| barang tersebut su d;

f. menangkap dan nenahan orang;

g. menunj uk suatu tenpat kedi aman untuk senentara bagi orang

terhadap si apa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan
mengganggu keamanan
h. memanggi | orang-orang untuk bekerja pada Angkatan Perang;
i nmengel uar kan peri nt ah- peri ntah kepada badan- badan
peneri ntahan sipil serta pegawai - pegawai nya dan seterusnya;

J - meni npang dari dan nmenberi kebebasan terhadap "Dc
H nder ordonnantie", "Het Veilig-heidsrcglenent” dan
sebagai nya, karena ini nenyi nggung kekuasaan-kekuasaan yang
| ai n;

k. menberi persetujuan sebel um peraturan-peraturan yang bukan

per undang- undangan pusat dapat di kel uarkan dan di ununkan;
l. nmengel uar kan per at ur an- per aturan nmengenai hal - hal yang tel ah
dan yang harus di atur ol eh perundang-undangan pusat, setel ah
di beri kekuasaan ol eh Dewan Menteri; nengenai hal -hal yang
harus di atur ol eh perundang-undangan pusat di syaratkan pul a
keadaan Dewan Perwakil an Rakyat tidak dapat bersidang | agi.
m mengel uar kan perat uran-peraturan yang unmum ber| aku dengan
ti dak ada pengesahan dari Dewan Menteri, apabila keadaan
sungguh nmemaksa.

Kekuasaan- kekuasaan yang di beri kan kepada Penguasa Darurat yaitu
dal am keadaan darurat, dimliki juga ol eh penguasa keadaan
per ang.
7. Dal am prinsi pnya, pemangku kekuasaan keadaan bahaya
ti dak bol eh nmenyi npang dari perundang-undangan pusat, kecual
tentang hal - hal yang di sebut kan tertentu dal am Undang- undang i ni .
Hanya kepada penguasa keadaan perang di beri hak untuk
menyi npang dari perundang-undangan pusat dengan persetuj uan Dewan
Menteri, sedangkan dal am keadaan- keadaan yang sungguh nemaksa,
dal amtingkatan itu tidak di perlukan persetujuan Dewan Menteri
terl ebi h dahul u.
Yang di maksud dengan perundang-undangan pusat ial ah :
Undang- undang , Undang-undang Darurat dan Peraturan Penerintah.
8. Perl u di perhati kan pul a bahwa di adakan penbat asan waktu
ber| akunya tiap tingkatan keadaan bahaya; untuk keadaan dar ur at
di tet apkan waktu 6 bul an dan untuk keadaan perang 1 tahun, dengan
kemungki nan akan per panj angan j angka-j angka waktu tersebut, jika
keadaan bel um nengi zi nkan ter hapusnya keadaan dar ur at/ keadaan
perang yang tel ah di nyatakan itu.

BAB |
PERATURAN UMUM
Pasal 1.
Per nyat aan keadaan bahaya di | akukan dengan keput usan
Presi den dengan ketentuan, bahwa tanggung-jawab atas tindakan i ni
di pi kul ol eh para Menteri bersama, ol eh karena besar sekal



aki bat - aki bat pernyataan terhadap dan organi sasi negara.

Maka, sesuai dengan pertanggungan-jawab Menteri terhadap
Dewan Perwakil an Rakyat sebagai mana di runuskan dal am pasal - pasal
83 dan 85 Undang-undang Dasar Senentara, ditegaskan dal am pasal
Undang- undang Keadaan Bahaya yang bersangkutan, (yaitu pasal 1)
bahwa Presiden nenyatakan atau nmenghapuskan suatu keadaan bahaya
"atas keputusan Dewan Menteri"

Bi | a penbat as- penbat asan kedua jeni s peristiwa-peristiwa
yang tersebut dalam ayat 1 ada sebagai al asan-al asan yang
menbol ehkan keadaan bahaya dapat di nyat akan, di serahkan semat a-
mat a kepada Penerintah (Presiden beserta Dewan Menteri); naka
haki m ti dak dapat nenguji sebuah pertanyaan kepada bahaya apakah
itu menurut hukum atau tidak.

Pun terserah kepada penerintah untuk nenentukan dal am
keput usannya ti ngkat an manakal ah yang sebai knya di nyat akan dari
keua macam ti ngkat an keadaan bahaya yang tersebut dalam ayat in
ber dasar kan perti nbangan ant ara kekuasaan-kekuasaan baru dar
sesuatu tingkatan bahaya dan taraf bahaya yang di hadapi

Jadi tingkatan bahaya tidak tergantung kepada jenis
peristiwa yang tersebut dal am ayat 1, nel ai nkan kepada
intensitei f kej adi an/ keadaan yang berbahaya bagi berl angsungnya
kehi dupan negara dan nasyarakat, sebagai mana tel ah di urai kan
dal am penj el asan unmum

Peri stiwa-peristiwa yang nenbol ehkan pernyat aan sebuah
ti ngkatan ada dua jenis, yaitu

Pertama, kenyat aan-kenyataan sebagai penberont akan,
ker usuhan- kerusuhan at au aki bat bencana al am yang nengancam
keamanan atau keterti ban hukum sehi ngga di khawatirkan keadaan
ti dak dapat diatasi ol eh al at-al at perl engkapan secara bi asa.
(Yang di maksud dengan "penberont akan" ial ah kerusuhan-kerusuhan
bersenj ata).

Kedua, kenyat aan-kenyataan yang | angsung atau tidak | angsung
nmengaki bat kan perang. Dengan ini, maka ayat 1 angka 2 juga
mengandung kenmungki nan akan terjadi nya pertikai an dengan negeri
| ai n sebagai al asan untuk nenyat akan sebuah tingkatan keadaan
bahaya, sedangkan perang saudara tidak termasuk kenyataan-
kenyat aan yang di sebut kan ol eh ayat 1 angka 2, akan tetap
di si nggung ol eh ayat 1 angka 1.

Pengertian tiap-tiap bagian w |l ayah | ndonesia tidak terbatas
pada bagi an-bagi an adm ni stratif dan pada w | ayah daratan
I ndonesi a saj a. Sehingga bagi an manapun juga, kecil atau besar,
dapat di nyat akan dal am keadaan bahaya.

Penghapusan suatu tingkatan keadaan bahaya di | akukan ol eh
Penerintah (Presiden atas keputusan Dewan Menteri) atau ol eh
Undang- undang dengan ketentuan (vide ayat 2) bahwa keadaan perang
dengan perang nyata hanya dapat di hapuskan dengan Undang-undang.

Sekal i pun nmengenai suatu bagi an wi | ayah yang hubungan dengan
Peneri ntah Pusat terputus sama sekali (pasal 3 ayat 2 yo, pasal
5), dengan ini terjamn effect pengawasan Dewan Perwakil an Rakyat
tentang perlu/tidaknya terus berl angsungnya keadaan bahaya at au
penghapusan suatu keadaan bahaya, terutama sepanjang nengenai
keadaan perang dengan perang nyata; satu sama | ain adal ah sesuai



dengan pasal 37 Undang-undang Pertahanan Negar a.

Ket ent uan dal am ayat 3 pasal ini perlu di adakan, agar
menj adi tugas, bahwa bagai manapun juga Penguasa Darurat tidak
menpunyai wewenang- wewenang | agi atas dasar Undang-undang Keadaan
per ang.

Pasal 2.

Sekal i pun akan jarang terjadi, bahwa sebagi an w | ayah
I ndonesi a terputus hubungannya dengan Penerintah Pusat,
bagai manapun juga, karena |uasnya w | ayah | ndonesi a dan banyaknya
pul au yang terpencil |etaknya, kemungkinan itu akan ada, sehingga
perlu di buka kemungki nan akan pernyataan keadaan bahaya "atas
nama Presiden" seperti yang di sebut dal am ayat 1.

Sebagai pengawasan terhadap pernyataan yang dem ki an,

di haruskan nenberitahukannya kepada Dewan Menteri sel ekas-
| ekasnya (" pada kesenpatan pertama ada perhubungan dengan Pusat")
unt uk nendapat pengesahan at au penol akan.

Tent ang penberitahuan ol eh Dewan Menteri kepada Dewan
Perwaki | an Rakyat, vide pasal 5 ayat 1.

Sel anj ut nya mungki n sekali bahwa Komandan Mliter yang
tertinggi dal am bagi an wi | ayah yang hubungan dengan Peneri nt ah
Pusat terputus sama sekal i, berpendapat |ain dengan Kepal a
Daer ah/ D. P. D. dal am bagi an tersebut nengenai soal pernyataan
keadaan bahaya.

Dal am hal dem ki an yang nenent ukan i al ah suara Konmandan
Mliter terebut. (ayat 2)

Ayat 3 nengenai penbatasan waktu berl| akunya keadaan bahaya,
sebagai yang tel ah di sebut dal am nonor 8 dari penjel asan unmum

Ayat 4 nmengenai penbat asan waktu keadaan bahaya, sebaga
yang tel ah di sebut juga dal am nonor 8 penjel asan unmum

Pasal 3.

Ji ka tidak ada perlunya | agi untuk nel anjut kan suatu keadaan
bahaya, maka segera harus di adakan pencabut annya.

D dan ol eh Pusat, pencabutan itu disel enggarakan ol eh
Presi den (atas keputusan Dewan Menteri) atau ol eh Undang- undang,
kecual i keadaan perang dengan perang nyata yang penghapusannya
semat a- mat a t er masuk konpetensi Undang-undang . (pasal 1 ayat 2)

Perl u di perhati kan bahwa pengecual i an tersebut berlaku pul a
bagi daerah yang hubungannya dengan Penerintah Pusat terputus
sama sekal i

Dengan ti dak nengurangi pengecualian termaksud, maka unt uk
daer ah- daer ah yang hubungannya dengan Penerintah Pusat terputus
sama sekal i, di adakan kenungki nan akan penghapusan keadaan bahaya
atas nama Presiden. (ayat 1 pasal 3)

Adapun perosedurnya, ialah seperti yang ditetapkan bag
per nyat aan keadaan bahaya dal am daerah yang hubungannya dengan
Penmeri ntah Pusat sama sekal i terputus.

Prosedur sel anjutnya ial ah sebagai ditetapkan dal am ayat 2,
satu sama | ai n ber hubungan dengan pengawasan dan pertanggungan-

j awab Dewan Menteri sekitar keadaan bahaya. (Lihat juga pasal 5
dan pasal 6)



Pasal 4

Car a-cara pengunmuman per nyataan atau penghapusan yang di -
| akukan ol eh Pusat di serahkan kepada Perdana Menteri, sedang
unt uk pernyat aan dan penghapusan yang di | akukan ol eh daer ah,
cara-cara pengunmumannya di serahkan kepada penguasa yang
ber sangkut an, ol eh karena ia yang nenget ahui bagai mana itu
sebai k- bai knya di | akukan, supaya sel uas-|uasnya tersebar,
per nyat aan at au penghapusan itu.

Pengumuman secara resm saja tidak cukup. Resm nya ial ah
per nuat an dal am Beri t a- Negar a.

Maksud pengunmuman sel uas-luasnya ialah tak | ain agar rakyat
yang berkepenti ngan dapat nenget ahui nya unt uk dii ndahkannya.

Pasal 5.

Ber dasar kan pada pandangan, bahwa hak-hak penduduk hanya
dapat di kurangi ol eh penbent uk Undang-undang, terkecuali dalam
hal - hal yang luar biasa, naka diberikanl ah hak kepada Dewan
Perwaki | an Rakyat untuk nengawasi pernyataan keadaan bahaya.

Dal am ayat 1 di sebut jangka waktu 3 hari setel ah Dewan
Menteri nenerima penberitahuan tentang keadaan bahaya sebagai
t ermaksud dal am pasal 2 ayat 5" untuk nmenyanpai kan usul Undang-
undang tentang kel anjutan 'waktu keadaan bahaya. Dem kian itu
ti dak nmengurangi kewaji ban Dewan Menteri untuk sel ekas-I|ekasnya
menber it ahukan pernyataan keadaan bahaya kepada Dewan Perwakil an
Rakyat, nenurut pasal 4 ayat 3 dan hak Dewan Perwakil an Rakyat
sendiri untuk menganmbil initiatief penghapusan suatu keadaan
bahaya berdasarkan pasal 1 ayat 2.

Kel anj ut an sebuah tingkatan keadaan bahaya harus nenperol eh
persetuj uan dari Dewan Perwakil an Rakyat berupa Undang-undang.
Apabi I a usul untuk nel anj utkan untuk ditol ak ol eh Dewan
Perwaki | an Rakyat, maka keadaan bahaya yang di nyatakan itu
t erhapus nenurut hukum dari sejak hari ketujuh sesudah penol akan
itu, sehingga pernyataan keadaan bahaya yang di nyatakan itu
t erhapus nenurut hukum dari sejak hari ketujuh sesudah penol akan
itu, sehingga pernyataan keadaan bahaya itu beserta aki bat -
aki bat nya adal ah syah dari sejak nul ai berl akunya keadaan bahaya
tersebut sanpai pada saat terhapusnya.

Sel anj ut nya dapat dicatat, bahwa Dewan Perwakil an Rakyat
dapat menpercepat penghapusan keadaan bahaya dengan nenggunakan
hak initiatiefnya berdasarkan ketentuan dal am pasal 1 ayat 2.

Ayat 2 kalimat pertama dan ayat 3 dari pasal 5 nengena
penbat asan waktu berl akunya suatu keadaan bahaya dan kenungki nan
akan nenper panj ang waktu tersebut.

Pasal 6.

Ber hubung dengan besarnya aki bat kekuasaan- kekuasaan
i stimewa yang di beri kan, sel ayaknya Dewan Perwakil| an Rakyat
di beritahukan tentang tindakan-tindakan yang tel ah di anbil untuk
menper kuat pengawasan Dewan Perwakil an Rakyat terhadap
Peneri nt ah.

Satu sama | ain sesuai dengan pertanggung-jawab Menteri
t erhadap Dewan Perwakil an Rakyat .

Pasal 7.



Vi de penj el asan unum di bawah angka 5.

Dapat di catat, bahwa haki m dapat bertindak terhadap
ti ndakan-ti ndakan yang di anbil ol eh penguasa yang tidak | angsung
di tunj uk ol eh Undang-undang i ni .

Ayat 3 adal ah sesuai dengn hierarchi ketentaraan dan dengan
kedudukan komandan dal am pertahanan. Terut ama dal am keadaan
perang nyata dari/atau jika tel ah ada perkosaan w | ayah dengan
cara apapun juga, diperlukan tindakan yang cepat.

Pasal 8.

Unt uk nmencegah tindakan-ti ndakan gel ap yang bertujuan secara
teratur nmerusak tata-tertib negara dan masyarakat, maka perlu
adanya kuasa yang dapat nenguasai dan nengawasi usaha-usaha
tersebut, karena pel aksanaan kekuasaan negara ternyata kurang
senmpur na unt uk nenghadapi bahaya yang di aki bat kan ol eh cara-cara
yang amat |icin dan yang ternyata nenyi nggung | apangan hi dup
masyar akat sel uruhnya. Dem ki anl ah, kekuasaan-kekuasaan i sti mewa
yang di beri kan ol eh Undang-undang i ni sedapat - dapat nya
di koordi ni r dal am satu tangan dan nengi ngat bahwa kekuasaan-
kekuasaan itu, sekalipun dibatasi, seharusnya dil aksanakan dengan
t anggung-j awab yang cukup, maka itu sel al ul ah Dewan Menteri
di kemukakan dal am Undang-undang ini seperti juga yang dil akukan
ol eh pasal ini.

Sebal i knya, dal am organi sasi tentara sudah ada penusat an
kekuasaan. Sungguhpun begitu, dem kian itu tidak berarti, bahwa
penguasa keadaan perang dapat nmenggunakan kekuasaan- kekuasaannya
di luar tanggung-jawab Dewan Menteri

Sekal i pun dal am pasal ini tidak di sebutkan, naka penguasa-
penguasa dal am rangka keadaan bahaya tetap di bawah tetap
t anggung-j awab Menteri yang bersangkutan, akan tetapi nenurut
cita-cita Undang-undang ini hubungan antara Menteri dan penguasa-
penguasa tersebut ada di bawah penguasa dan tanggung-jawab Dewan
Menteri .

Dal am ayat 1 pasal ini tidak di kenukakan bahwa petunj uk-
pet unj uk yang di beri kan ol enh Dewan Menteri harus di ununkan.

I ni sel ayaknya dil akukan, kal au diingat pentingnya ayat 2,
akan tetapi selain dari itu akan ada juga petunjuk-petunjuk yang
ti dak pantas diunmunkan. Inilah sebabnya jika pengunmuman ter maksud
tidak disyaratkan.

Campur tangan Dewan Menteri dal am penyel enggaraan kekuasaan-
kekuasaan berdasarkan Undang-undang ini, sangat luas jika diingat
akan ket entuan dal am ayat 5.

Dem ki an itu berhubung dengan tanggung-j awab Penerintah atas
pel aksanaan Undang-undang Keadaan Bahaya.

Ayat 6 nenet apkan, bahwa kekuasaan seorang penguasa dal am
rangka keadaan bahaya ti dak dapat didel eger kepada orang | ain.

Pasal 9.

Maksud pasal ini ialah untuk nmenyesuai kan Undang-undang i ni
dengan Undang- undang Pertahanan, yaitu pasal -pasal 14 dan 20
tent ang adanya Dewan Keamanan dan Dewan Pertahanan. Dal am ayat 2
di t egaskan, bahwa dal am nel akukan kekuasaan- kekuasaan nenur ut
Undang-undang ini. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf
Angkat an Laut, Kepala Staf Angkatan Udara dan Panglima Besar



(jika ada) terikat ol eh petunjuk-petunjuk yang di beri kan ol eh
Dewan Menteri .

Dengan pet unj uk- pet unj uknya, Dewan Menteri dapat nenetapkan
prosedur yang harus ditenpuh sebel um penguasa- penguasa keadaan
bahaya di Pusat nenganbil sesuatu tindakan.

Pasal 10.
Pasal ini nmenjam n penghi dupan orang yang tenaganya
di but uhkan; suatu prinsip yang di perlukan juga terhadap warga-
negara yang di waj i bkan nmengi kuti | atihan pertahanan nmenurut pasa
6 ayat 1 Undang-undang Pertahanan Negar a.

Pasal 11.
Suat u jam nan untuk sedapat nungki n nmenmenuhi rasa keadil an.
DI sanping itu, terhadap pejabat-pejabat Penguasa Sipil atau
Penguasa M Iliter yang nenyal ah- gunakan kekuasaan- kekuasaannya,
di adakan ancaman hukuman sebagai yang dit et apkan dal am pasal 58
Undang- undang i ni .

BAB | |
TENTANG KEADAAN DARURAT.
Pasal 12.

Bagi an wi | ayah yang di nyat akan dal am ti ngkat an keadaan
darurat perlu sekali diketahui bagai mana bat as-bat asnya yang
tertentu, karena di sana saj al ah kekuasaan- kekuasaan yang i sti newa
di beri kan itu dapat di pakai. Mika dari itu, perlu batas-batas
bagi an w | ayah yang di maksudkan, ditetapkan dengan teliti dal am
keput usan Presi den yang ber sangkut an.

A eh karena dal am prinsi pnya kekuasaan-kekuasaan baru itu
hanya bol eh dan harus di beri kan, apabil a bahaya nengancam naka
dengan sendirinya tidak ada al asan | agi untuk nenpertahankan
kekuasaan- kekuasaan itu, apabila bahaya tidak ada |agi. Dan
keadaan bahaya segera harus di hapuskan.

Sel anj ut nya, pada saat penghapuskan itu, maka peraturan-
peraturan yang tel ah di kel uarkan dan ti ndakan-ti ndakan yang tel ah
di anbi | ol enh Penguasa Darurat berdasarkan Undang-undang ini,
tidak |agi berl aku.

Dem ki anl ah makna ayat 2. Akan tetapi, oleh karena tindakan-
ti ndakan yang tel ah di anbil nengaki bat kan hubungan- hubungan baru
pul a dal am masyar akat, maka ada kal anya beberapa peraturan masih
perl u di pertahankan terus, akan tetapi buat sel ama-|amanya dua
bul an, dal am waktu mana Penerintah di waji bkan untuk nenyel esai kan
segal a sesuatu yang ber hubungan dengan penghapusan.

Tentu saj a penghapusan ti ngkatan keadaan darurat yang
di ganti dengan pernyataan tingkatan keadaan bahaya yang | ain
nmengaki bat kan tetap berl akunya tindakan-ti ndakan yang tel ah
di anbi | ol enh Penguasa Darurat berdasarkan peraturan-peraturan
dal am bab i ni .

Makl um ah, tingkatan keadaan bahaya yang | ain dari pada
ti ngkat an keadaan darurat nmenpunyai derajat yang |ebih tinggi,
artinya selain dari kekuasaan-kekuasaan yang di beri kan ol eh
Undang-undang i ni untuk tingkatan pertama, yaitu tingkatan
keadaan darurat, juga ada kekuasaan-kekuasaan lain |agi yang
di pegang ol eh pemangku kekuasaan dal am ti ngkat an keadaan per an.



Dal am pada itu tidak bol eh di pahankan, bahwa seakan-akan
senmua tindakan terhapus nmenurut hukum dari sejak waktu keadaan
darurat di hapuskan. Banyak sekali tindakan-tindakan yang mungkin
tel ah dijal ankan pada keti ka penghapus berl aku.

Bukanl ah maksud ayat 2 untuk nenyangkal syahnya ti ndakan-
ti ndakan yang dem ki an.

Maksud ayat 2 tidak lain dari pada nel arang nengel uar kan
per at ur an- peraturan atau nenganbi |l tindakan baru sesudah
penghapusan itu berl aku.

Pasal 13.

Agar rakyat dapat nengi ndahkan/ nmenper hi t ungkan keadaan
sebenarnya dan agar tercapai kerja-sama yang bai k antara al at -
al at negara, maka bai k rakyat maupun penbesar-penbesar sipil dan
mliter seharusnya nengetahui peraturan-peraturan yang
di kel uarkan. Untuk itu perlu di adakan pengumunman sel uas-1| uasnya,
(vide ayat 1)

Apabi | a di perhati kan yang di kenukakan ol eh ayat 2, naka
Penmeri ntah Pusat tidak menpunyak hak nenghapuskan peraturan-
per aturan Pengusaha Darurat. Kekhawatiran akan tinbul nya hal - hal
yang bukan- bukan dapat secukupnya di atasi ol eh segal a sesuatu
yang di urai kan ber hubung dengan pasal 8. Tentu saja petunjuk
unt uk nencabut peraturan akan juga nenyebut kan perintah untuk
mengat ur aki bat - aki bat nya.

Dari ayat 3 terlihat, bahwa kekuasaan haki m di bat asi
t erhadap soal yang disi nggung ol eh ayat 2.

Pasal 14.

Pasal ini nengenai kedudukan peraturan-peraturan Penguasa
Darurat terhadap peraturan-peraturan daerah. Ayat 1 nmendahul ukan
perat uran Penguasa Darurat dan itu ternyata juga dari ayat 2,
asal saja diingat, bahwa penghentian itu hanya untuk senentara
waktu saj a dan tidak berlaku | agi sesudah penghapusan keadaan.

Pasal 15.

Ayat 1. dan

Ayat 2. Tentang prinsip yang terkandung dal am ayat -ayat ini,
vi de penj el asan unmum

Ayat 3. Pengawasan haki m apakah peraturan-peraturan tentang
keterti ban dan keamanan unmum yang di kel uar kan ol eh
Penguasa Darurat bertentangan dengan Undang- undang
ti dak dapt di sangkal. Hanya haki m ti dakl ah ber hak
menguj i apakah peraturan-peraturan tersebut di |uar
| apangan keterti ban dan keamanan unmum at au ti dak.

Ayat 4. Mencegah, supaya jangan tinbul dal am praktek kesulitan-
kesulitan dan juga agar jangan sanpai dial am aki bat -
aki bat yang tidak bai k, apabila keadaan bahaya, yang
di nyat akan berl angsung | ama, karena kal au tidak begitu,
maka sebenar nya per at uran- peraturan Penguasa Dar ur at
akan kehi | angan sangsi nya sama sekali .

Pasal 16.
Pasal ini sudah jelas, oleh karena hanya nenekankan saj a



prinsip, bahwa kekuasaan yang besar nengandung juga kekuasaan
yang | ebi h kecil.

Pasal 17.

Dengan pasal ini dinyatakan |agi, bahwa keadaan bahaya
bersifat senmentara. Begitu pul a keadaannya dengan perat uran-
peraturan yang di kel uarkan berdasar kan kekuasaan- kekuasaan yang
di beri kan dal am keadaan bahaya, sehi ngga segera harus di hapuskan
apabi l a tidak di perl ukan | agi.

Pasal 18.

Maksud pasal ini adal ah untuk nmenudahkan Penguasa Dar ur at
dal am usahanya nencegah ti ndakan-ti ndakan nmat a- mat a.

Sementara ini (yaitu dal am keadaan darurat) kewaji ban untuk
menberi kan ket erangan sebagai yang di maksud itu, di bebankan hanya
kepada setiap pegawai negeri.

Unt uk keadaan perang, perhatikanlah pasal 31.

Arti "al asan yang sah" sebagi diurai kan dal am ayat 1,
pani adaan kewaji an untuk menberi kan keterti ban-keterti ban sebaga
di maksud dal am ayat 2 ber pedoman pada ketentuan dal am hukum acar a
yang berl aku (pasal 277 H 1.R); dan pasal 166 Kitab Undang-
undang Hukum Per dat a) .

Yang di maksud dengan per kat aan "kel uarganya sanpai cabang
kedua" ial ah keluarga dalamgaris cabang ("zijlinie") sanpa
deraj at kedua ("tweede graad).

Pasal 109.

Pasal ini nmenberi kan kuasa kepada Penguasa Darurat untuk
mengadakan per at uran- peraturan untuk nenbatasi (perhatian : untuk
nmel arang, |ihat pasal 33) hak nengununkan dan nenj abar kan
perasaan dan pendirian dengan |isan, tulisan dan ganbar. Dengan
ini, maka ia bol eh nenyi npang dari perundang-undangan pusat
tentang i ni dan nmenentukan hukuman- hukuman terhadap pel anggar an-
pel anggar an per at ur an- per at ur annya.

Kekuasaan yang istinmewa ini perlu diberikan dal am keadaan
darurat ol eh karena pengawasan harus segera ada terhadap usaha-
usaha unt uk nenpengaruhi al am pi ki ran masyar akat kearah merusak
j 1 ka dan kedaul at an bangsa sebagai | angkah pertama yang ki ni unmum
di pakai ol eh musuh

Pasal 20.
Arti percakapan til pon dan kantor adal ah dal am pengerti an
yang sel uas-| uasnya.
Pada umummya susah sekal i nel akukan pengawasan ter hadap
pesawat - pesawat radi o. |tul ah sebabnya di adakan ketentuan seperti
yang tersebut dal am angka 3 dari pasal ini.

Pasal 21.
Anal oog penj el asan pada pasal 9.
Yang di maksud dengan "rapat-rapat pertenuan-pertenmuan unum
yang dapat di kunjungi ol eh rakyat ununi ial ah
a. rapat-rapat/ pertenuan-pertenuan yang terbuka;
b. rapat - rapat/ pert enmuan- pert enmuan yang sungguhpun tertutup
di sel enggar akan sedem ki an rupa sehi ngga sesungguhnya



sifatnya nenjadi tidak tertutup |agi.

Sel anj utnya, perlunya ayat 2 ialah untuk nmenutup gedung-
gedung, tenpat-tenpat kedi aman dan | apangan-| apangan bagi nereka
yang memakai nya unt uk nmengganggu keterti ban dan keamanan unmum

Mengenai upacar a-upacara agana (vide ayat 3) hendakl ah
di mengerti, bahwa segal a sesuatu yang ber sangkut an dengan
penel i har aan ker okhani an termasuk "bijbel kri ngen" dan lain-lain
pertenuan yang semat a- mat a ber sangkut an dengan pel aksanaan
I badah, tidak akan di kenakan penbat asan- penbat asan sebagai yang
di maksud dal am pasal ini.

Dengan rapat -rapat Penerintah di maksud rapat-rapat yang
di sel enggar akan ol eh badan- badan Penerintah dan ol eh Dewan- dewan
Per waki | ah Rakyat .

Pasal 22.

Menurut pasal ini Penguasa Darurat berhak nengel uarkan orang
yang di anggap ber bahaya untuk keamanan dari daerah atau bagi an
daer ah yang di nyat akan dal am keadaan bahaya.

Hak i ni dapat dipakai, setelah orang yang bersangkutan
di peri ksa dan ternyata ada cukup al asan untuk nenganggap orang
i tu berbahaya untuk daerah tersebut.

Tentu saja hak ini hanya berarti, apabila sebagian w | ayah
I ndonesi a di nyat akan dal am keadaan bahaya.

Ayat 2 merupakan jam nan bagi orang yang di perl ukan nenur ut
ayat 1.

Ayat 3 menberi kemungki nan nengadakan jam mal am dan
penbat asan- penbat asan | ai n yang sedem ki an.

Kekuasaan nengusir orang tel ah di beri kan kepada pemangku
kekuasaan dal am ti ngkatan pertama, ol eh karena selain dari pada
bahaya bencana alamtiap-tiap bahaya yang nengancam negeri
ber pusat dan bersunber pada kekuatan orang, sekali pun
di per hati kan benar bahwa kenerdekaan orang itul ah sal ah satu hak
mut | ak yang terpenting.

Pasal 23.

Maksud pasal ini ialah untuk nencari hubungan-hubungan
ant ara pengacau dan ket erangan- ket erangan yang ber har ga.

Peneri ksaan badan dan pakai an hanya dituj ukan kepada orang
yang di curigai saja.

Agar peneri ksaan di sel enggarakan setertib-tertibnya dan
sekor ek- koreknya, perlu di adakan ket ent uan-ketentuan tentang
pel aksanaannya.

Pasal 24.

Syarat "dengan nenunj ukkan surat perintah umum atau sur at
perintah istinmewa" barang tentu tidak berlaku buat Penguasa
Darurat sendiri.

Pada ayat 1 di nyatakan, bahwa pejabat-pejabat yang dapat
di suruh ol en Penguasa Darurat adal ah terbatas, berhubung dengan
kekerasan yang dapat di gunakan, jika yang nenpunyai nenghal angi
penggel adah.

Sel ain dari pada yang di haruskan ol eh ayat 3, |aporan yang
di buat tentang suatu peneri ksaan harus nenyebut kan segal a sesuatu



yang menbol ehkan dan nenmaksakan ti ndakan dil akukan pada waktu
itu.

Pasal 25.
Apabi | a petunj uk- petunjuk nengenai naterie dal am pasal ini
di beri kan berdasarkan pasal 8 ayat 1, naka sel ayaknya itu
di sesuai kan dengan per at uran-peraturan acara pi dana.

Pasal 26.

Dari ayat 1 ternyata, bahwa kekuasan nenj aga keamanan yang
di serahkan nenurut desentralisasi pun dapat dianbil ol eh Penguasa
Darurat untuk dil akukannya sendiri .

Hubungan kerj a-sama antara pej abat - pej abat sipil dari
peneri ntahan unmum yang nel akukan tugas keanmanan dal am keadaan
bi asa, ditentukan nenurut ayat 2 pasal ini.

A eh karena pej abat - pej abat dari penerintahan unmum dal am
keadaan bi asa dapat nenerintah polisi untuk nel akukan tugasnya
menj aga keterti ban dan keamanan umum nmaka sudah terang Penguasa
Darur at dal am keadaan darurat seharusnya juga bol eh nmeneri nt ahkan
pol i si .

Selain dari itu, sudah tentu perlu dinas pemadam kebakar an
dan di nas-di nas atau badan keamanan yang | ain | angsung di bawah
peri ntah Penguasa Darurat seperti yang di kemukakan ol eh ayat 3.

Pasal 27
Pasal ini nengenai penganbil an/ penmakai an barang unt uk
keper |l uan di nas unmum
Li hat sel anj utnya penj el asan pada pasal 35 yang | ebih | uas
dari ketentuan dal am pasal 27 ini.

Pasal 28.

Ter hadap hak-hak yang di sebut kan ol eh ayat 1, terserah
kepada Penguasa Darurat untuk nengaturnya nmenurut pandangan serta
nmengadakan ancaman hukuman

Ayat nmenperl uas kekuasan yang tel ah di beri kan ol eh pasal 20,
sekal i pun dengan setahu Dewan Menteri .

Ket ent uan yang di kenukakan ol eh ayat 3 berarti nenbol ehkan
pel anggaran hak m|i k dan penyi npangan dari perundang-undangan
pusat .

Ayat 4 bermaksud nenghi |l angkan keragu-raguan tentang
kekuat an beber apa perundang-undangan pusat tentang perusahaan.

Terang, bahwa tindakan berdasarkan ayat ini harus
di sesuai kan dengan pasal 21 ayat 2.

Ayat 5. Cukup jel as.

Ayat 6. Kekuasaan nengatur |alu-lintas bukan saja
menbol ehkan nengel uar kan perat ur an- peraturan yang unum ber| aku,
akan tetapi juga yang khusus.

Pasal 29.
Mer eka yang tenaganya berguna untuk keamanan dan
per ekonom an, dapat dil arang ol eh Penguasa Darurat neni nggal kan
daer ah.
Ini terutama ditujuhkan kepada pem npi n- pem npi n perusahaan
dan pekerj a-pekerja akan tetapi juga terhadap pekerja-pekerja



j awat an-j awat an t anbahan seperti Pal ang Merah. Penmadam Kebakar an
dan pul a terhadap pedagang- pedagang.
Penbat asan terhadap | arangan ini tidak ada.

BAB I11.
TENTANG KEADAAN PERANG
Pasal 30.

Pasal ini jelas berhubungan dengan penj el asan- penj el asan
yang tel ah di kenukakan tentang pasal 12 dan pasal -pasal |ain yang
ber hubungan dengan itu. Hanya di sini ditentukan, bahwa ti ndakan-
ti ndakan dan peraturan-peraturan yang di anbil ol eh penguasa
keadaan perang berdasarkan pasal -pasal dari bab ini, masih dapat
di pertahankan terus selama tiga bul an setel ah keadaan perang
di hapuskan. Waktu ini dianbil |ebih panjang, oleh karena unummya
kerusakan masyarakat amat besar setel ah keadaan perang
di hapuskan, berhubungan dengan bahaya yang di hadapi itu adal ah
yang terhebat dari bahaya-bahaya yang nenyebabkan pengunmuman
ti ngkat an keadaan bahaya yang | ai n.

Pasal 31.
Dengan perubahan termaksud dal am sub a dan sub b, wewenang
yang di beri kan kepada penguasa keadaan bahaya nenurut pasal 18
dan pasal 29 nenjadi |ebih luas. Satu sama | ai n ber hubungan
dengan | ebi h genti ngnya keadaan yang neli puti negara/ daer ah.

Pasal 32.
Peri nt ah-perintah yang dapat di kel uarkan ini hanya yang
mengenai | apangan kekuasaan penguasa keadaan perang yang
ber sangkutan sendiri, yaitu untuk kepentingan keamanan atau
pert ahanan dan pel aksanaan perat uran penguasa keadaan perang.

Pasal 33.

Cukup jelas, vide pasal 19.

Per bedaan antara dua pasal ini ialah bahwa pasal 19 berkisar
pada penbat asan dan pasal 33 pada | arangan; sel anjutnya bahwa
| arangan ternmaksud tidak perlu menunggu sesuatu peraturan untuk
nmel arang itu.

Agar tindakan nelarang itu di sel enggarakan sebai k- bai knya,
perl u di adakan ket entuan-ketentuan tentang pel aksanaannya.

Pasal 34.

Sesuai dengan keputusan dal am pasal 17 Undang-undang Dasar
Sement ara, maka dal am pasal ini ditetapkan secara jelas terhadap
surat -surat manakah penguasa dapat berti ndak

Jawat an pengangkut an yang di maksudkan tidak terbatas pada
j awat an pos saj a. Juga badan- badan pengangkutan |ain tersebut
ol eh pasal ini, baik kepunyaan orang preman nmaupun badan
pengangkut an penerintahan yang | ai n.

Pengertian kantor kawat adal ah yang sel uas-|uasnya. Jadi
ti dak hanya terbatas pada kantor kawat Penerintah. Pun surat-
surat kawat harus diartikan sel uas-1uasnya dan berita yang hendak
di kawat kan juga di pandang sebagai surat kawat.



Pasal 35.

Ber dasar kan pasal ini, untuk | angsung kepenti ngan keanmanan
atau pertahanan, penguasa keadaan perang dapat nenganbi| untuk
dimliki atau nenganbil untuk di pakai barang-barang apapun juga,
kecual i barang-barang perkeretaapi an dan tram Kekecualian in
di adakan, ol eh karena pasal ini tidak perlu dipakai ol eh penguasa
keadaan perang, apabila ia hendak nenganbil tindakan terhadap
kereta api dan tram Penganbilan yang dil akukan ol eh Penguasa
Per ang dapat nengaki bat kan barang nenjadi mlik negara atau
barang di pakai untuk sementara saja. Pengertian senentara itu
ti dak bol eh nel anpaui bat as penghapusan keadaan darurat atau
keadaan perang. Penganbil an mana yang harus dil akukan terserah
kepada pandangan penguasa keadaan perang, asal saja keadaan dan
kedudukan barang di per hati kan benar - benar.

Macammya barang yang bol eh di anbil tidak ditentukan.

Hanya ji ka barang di bawah kuasa suatu jawat an Peneri ntah,
maka penguasa keadaan perang harus sedapat - dapat nya ber undi ng
dahul u dengan Kepal a Jawat an yang ber sangkut an.

Dal am pada itu hendakl ah di perhati kan, bahwa pasal ini hanya
nmengenai barang berupa benda saja. Setel ah barang dianbil untuk
dimliki, maka beban-beban dan hak-hak yang bersangkut an
ber pi ndah ke tangan negar a.

Untuk tiap-tiap penganbil an barang untuk dimliki, selalu
harus di buat suatu keputusan dan sebol eh-bol ehnya unt uk
penganbi | an untuk di pakai saja, dem kian juga. Tentu saja harus
di atur bentuk surat keputusan yang sanma. Sel anjutnya harus
di semat kan surat keputusan ini pada surat akte resm dari barang
ti dak bergerak yang bersangkutan. Apabila sekiranya barang tidak
bergerak itu tidak nenpunyai surat akte resm, nmaka sudah
sel ayaknya tenbusan surat keputusan di sanpai kan kepada Kepal a
Kanpung di mana barang itu berada..

Ayat 4 menper hati kan kepentingan yang enpunya senul a.

Pasal 36.

Pasal ini nenberi kekuasaan yang | ebi h luas dari pada
kekuasaan yang di sebut kan ol eh pasal 24, supaya bar ang- barang
yang di perl ukan segera dapat di perol eh pada saat nengadakan
per at uran dengan ancaman hukuman terhadap nmereka yang tidak mau
menmenuhi perm ntaan untuk nenyerahkan barang dengan ket entuan
bahwa bar ang-barang yang tidak rela dil epaskan itu disita.

Ayat 3 pasal ini bermaksud untuk nenghil angkan keragu-raguan
t ent ang penakai an sesuatu barang.

Pasal 37.

Bi asanya di antara barang-barang yang di anbil nenurut pasal
35 tidak sedikit yang nmenerl ukan pekerj a-pekerja yang nenpunyai
kepandai an i stimewa, unpamanya kapal, paberik dan sebagai nya.
I tul ah sebabnya, barang-barang dem ki an tidak ada artinya,
apabi | a kepada penguasa keadaan perang tidak di beri hak nmenuntut
t enaga orang yang berada di daerah yang di nyat akan dal am keadaan
per ang.

Bagai mana tenaga-tenaga itu diperlukan, dan bagai nana
pengganti an kerugi an di atur ol eh penguasa perang, serta dengan
per at uran penguasa keadaan perang dapat di adakan ancaman hukuman.



Penggati an kerugi an untuk penganbil an serta penakai an barang-
barang akan di atur sel anjutnya dengan Peraturan Penerintah. Dal am
prinsi pnya, penggantian tidak di adakan terhadap kerugi an yang
terjadi karena pengl aksanaan kewaj i ban- kewaj i ban yang dil i npahkan
ol eh negara kepada seorang tertentu.

Pasal 38.

Kekuasaan yang tersebut dalamayat 1 perlu untuk nencegah
penyanpai an berita dan keterangan ol eh nmusuh, sekal i pun
menyi nggung kener dekaan or ang- or ang.

Itu sebabnya di adakan penbat asan yang agak banyak. Kekuasaan
ini tidak bol eh di pakai, apabila ketertiban tergantung bencana
al am saja. Orang tidak boleh ditawan | ebi h dari sepul uh hari
kal au tidak dengan setahu Dewan Menteri dan ia harus diperiksa
dal am waktu yang tertentu.

Pasal 39.
Sebai knya dari pada kekuasaan yang di beri kan ol eh pasal 22, yaitu
unt uk nengel uar kan orang yang di anggap ber bahaya unt uk keamanan
dari suatu daerah, maka tindakan yang di kenukakan ol eh pasal i ni
menper bol ehkan penguasa keadaan perang nemaksa orang, terhadap
si apa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan nmengganggu
keamanan, untuk berdi am dal am suatu daerah, kota atau tenpat yang
tertentu. Sekalipun terhadap orang yang bersangkutan mungkin
di adakan pengawasan yang keras, akan tetapi ia tidak bol eh
di pandang sebagai orang tahanan bi asa.

Unt uk nenjam n ket entuan hukum maka unt uk nenunj ukkan
t enpat berdi am termaksud, di syaratkan surat keputusan berdasarkan
berita-acara (proces-verbaal) dan salinan surat keputusan serta
berita-acara itu harus dikirinkan kepada orang yang di perl akukan
ti ndakan, kecuali jika hal ini dianggap akan nerugi kan
kepenti ngan negar a.

Peneri ntah harus dil akukan dal am waktu yang sesi ngkat -
si ngkat nya. Guna nenberi kan jam nan kepada orang yang
di per| akukan nmenurut pasal ini, dibuka kemungki nan bagi orang
yang ber sangkutan untuk nengaj ukan keberatan kepada Ketua
Pengadi | an Tinggi dari tenpat tinggal orang tersebut.

Al asan, nengapa Pengadil an Tinggi yang diserahi tugas turut-
serta dal am penyel esai an perl akuan itu dan bukan Pengadi |l an
Negeri, ialah : pertama, Pengadil an Negeri sudah banyak pekerjaan
sehi ngga tidak akan dapat nenyel esai kan; kedua, Pengadil an Ti ngg
adal ah suatu majelis terdiri atas sedikit-dikitnya tiga orang
anggota yang | ebi h berpengal aman dari Haki m haki m Pengadi | an
Negeri .

Sungguhpun dal am pasal ini selalu disebut "Ketua Pengadil an
Ti nggi ", hendakl ah di pahankan bahwa Ketua tersebut dal am prosedur
yang ditetapkan itu sedapat mungkin nmem nta pertinbangan juga
dari anggot a- anggota | ai nnya dari Pengadil an Ti nggi .

Sel anj ut nya, anal oog bagi an terakhir dari penjelasan pasal -
pasal 22. Wewenang tersebut dalam pasal 39 ini, seperti juga
wewenang termakt ub dal am pasal 44, dal am pel aksanaannya, dengan
sendi ri nya hanya di pergunakan dal am keadaan yang nenmaksa sekal
terut ama dal am keadaan tel ah ti nbul perang.



Pasal 40.

Sebagai pel aksanaan pasal 124 Undang-undang Dasar Senentara
di adakan suat u Undang-undang yang nengatur hak dan kewaji ban
war ga- negar a unt uk nepertahankan Republik | ndonesia dan nenbel a
daer ahnya (vi de Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang
pert ahanan negara), akan tetapi kewajiban ini akan terbatas pada
I i ngkungan orang yang tertentu saja dan pula tidak senua orang
dari gol ongan ini akan nel akukan penbel aan nusa dan bangsa
serent ak.

Maka dari itu, perlu sekali adanya pasal 40 angka 1

Seperti di ketahui, pasal dari Kitab Undang-undang Hukum
Pi dana yang hanpir sama bunyi nya dengan angka 2 dari pasal 40
ini, semata-mata ditujukan kepada nereka yang neni nbul kan atau
menyubur kan penogokan, sedangkan angka 2 ini nenberi kekuasaan
kepada penguasa keadaan perang untuk nengadakan | arangan dan
menberi hukuman terhadap nmereka yang nel akukan penogokan itu
sendiri.

Tentu saj a, penogokan yang di maksudkan bukan terbatas kepada
penogokan yang bertujuan politik saja dan pekerja-pekerja yang
nmel akukan penogokan harusl ah mereka yang nmenpunyai ikatan dengan
perusahaan yang ber sangkut an.

Perl u ditegaskan di sini, bahwa |arangan nogok terbatas pada
per usahaan- per usahaan/ j awat an- j awat an badan- badan yang vit al
saj a, dengan tidak nmenutup kenmungki nan bagi nereka yang
ber kepenti ngan untuk perbai kan nasi bnya dal am bat as- bat as hukum
dan nmenyal ur kan tunt utan-tuntutannya nmenurut prosedur yang
di t ent ukan ol eh Undang- undang.

Angka 3. cukup jelas, yaitu diberi kekuasaan kepada penguasa
keadaan perang supaya dapat juga bertindak terhadap nmgji kan-
maj | kan perusahaan- perusahaan penting untuk nenghil angkan
ket egangan yang sekiranya tinbul antara majikan dan buruh. Satu
sama | ai n merupakan i nbangan dari pada ketentuan dal am angka 2.
Sudah sel ayaknya bahwa haki m yang di hadapkan perkara penpbgokan
ber dasarkan ayat 2 pasal ini, dalam nenmutus perkara tersebut akan
menyel i di ki sebab-nusabab tindak pidana termaksud, yang nungkin
sekali terletak pada kesal ahan pi hak maji kan.

Satu sama | ai n nerupakan pertinbangan dal am nenent ukan
put usan ol eh haki m

Pasal 41.
Menurut pasal 26 |ingkungan pej abat-pejabat sipil yang dapat
tunduk kepada penguasa perang adal ah terbatas. Akan tetapi dal am
keadaan- keadaan darurat yang nengharuskan tingkatan keadaan
bahaya yang terberat dinyatakan, sel ayaknya kuasa keadaan perang
ber kedudukan | ebi h tinggi, berhubung dengan kenyat aan-kenyat aan
yang di hadapi | ebi h dipentingkan dari pada ketentuan-ketentuan
yang ada dal am Undang-undang Dasar. Dengan pasal ini maka
per geseran kekuasaan tidak beku, akan tetapi fakultatif menurut
keadaan. Sebal i knya akan tidak ada pegangan | agi, apabila pasal
i ni di hilangkan, sekalipun bersifat unmum Tentu saja tetap
menj adi persoal an, bila kekuasaan itu dapat di pakai ol eh penguasa
keadaan perang. Petunjuk-petunjuk yang di beri kan ol eh Dewan
Menteri dapat nenyinggung hal ini.



Pasal 42.

Per bedaan pasal ini dengan yang |l ain, ialah bahwa kekuasaan
di pasal - pasal yang lain itu nengenai suatu-soal, sedangkan di
sini peraturan-peraturan itu sendiri, disebut tertentu. Jadi,
rekuasaan yang di beri kan ol eh pasal ini |ebih kecil dari yang

ain.

Kata "kini" dalam pasal ini nenberi kepastian apabila
per at ur an- peraturan yang tersebut dal am pasal ini diganti dengan
yang | ai n kel ak.

Pasal 43.
Penguasa keadaan perang di sini |ebih kuat kedudukannya terhadap
per at ur an- per at uran yang bukan perundang-undangan pusat dari pada
menur ut ket entuan dal am pasal 14 ayat 2.

Pengawasan prefentif, sebagai yang di maksud (dal am ayat 1,
adal ah sel ayaknya dal amti ngkatan ini. Menurut ayat 2, Dewan
Menteri dapat nenberi kuasa kepada penguasa keadaan perang unt uk
mengat ur hal - hal yang tel ah di atur ol eh perudang-undangan pusat.

Menurut ayat 3, Dewan Menteri dapat nenberi kekuasaan kepada
penguasa keadaan perang untuk nengatur hal -hal yang harus diatur
ol eh perundang-undangan pusat, dengan ketentuan "apabila Dewan
Perwaki | an Rakyat tidak dapat bersidang |agi". Penberi kuasa
termaksud dal am ayat 2 dan 3 itu tidak diharuskan, apabila
keadaan sungguh-sungguh nenaksakan ti ndakan cepat, akan tetapi
dengan syarat sebagai ditetapkan "dal am pasal 44 (nengena
per m nt aan pengesahan Dewan Menteri).

Kekuasaan bersyarat sebagai tersebut dal am ayat 2 dan 3
menunj ukan m sal nya kepada "pengesahan" dan | ain sebagai nya dari
pada peraturan yang di kel uarkan ol eh penguasa keadaan perang.

Pasal 44.

Sekal i pun dal am masa darurat biasanya keadaan- keadaan amat
cepat berubah ke arah yang tidak dapat di duga sama sekal i
sehi ngga ket entuan hukum yang amat seksama nengi kat penguasa
keadaan perang dal am usaha-usahanya nenpertahankan negara, akan
t et api bagai manapun juga harus pul a di perhati kan penganbi | an
kekuasaan yang bukan-bukan. |tul ah sebabnya perlu di adakan suatu
per bat asan yang tidak bol eh dil anpaui, wal aupun dari Undang-
undang ini ternyata juga, bahwa Penerintah berhak nenol ak
penganbi | an kekuasaan yang tertentu dal am Undang- undang.

Kekecual i an yang di sebut kan ol eh pasal ini sudah sebagai mana
mestinya, berhubung pada suatu keti ka keharusan nenur ut
per undang- undangan pusat dengan nutl ak tidak dapat dil aksanakan,
sedangkan sesuatu aturan perlu di adakan.

Yang di maksud dengan per kat aan "keadaan yang sungguh-sungguh
memaksa" ial ah suatu keadaan yang dat angnya nendadak dan yang
segera harus dilayani, sedang penundaan tindakan-tindakan ol eh
penguasa akan neni nbul kan aki bat yang fatal bagi negara.

Sel anj ut nya, perhati kan kalimt dal am penjel asan pada pasal
39.

Pasal 45.

Dengan i ni maka orang yang bukan seorang mliter dapat
menbuat kehendak terakhirnya di hadapan tiap-tiap pejabat unum
dan tiap-tiap perw ra Angkatan Perang dengan di saksi kan ol eh dua
or ang.



BAB |V
KETENTUAN- KETENTUAN UNTUK NMENEGAKKAN
KEKUASAAN DAN KETENTUAN- KETENTUAN PI DANA
Pasal 46.
Agaknya sudah senestinya penguasa dapat nel aksanakan

ti ndakan-ti ndakannya dengan kekerasan, akan tetapi ayat 1 ini
perl u berhubung bi aya yang di kel uarkan harus ditanggung ol eh
seorang yang tidak mau nmenuruti perintah dan ol eh karena unummya
ti ndakan harus cepat dil akukan, nmeka biaya itu dapat segera
di tuntut dengan tidak ada Putusan dari haki m

Pasal 47.
Pasal ini dan berikutnya nenyebut kan hukuman- hukuman
t er hadap pel anggaran peraturan-peraturan dari Undang-undang ini.
Hanya pasal ini adal ah suatu peraturan hukuman yang umnmum
sifatnya serta pasal ini nenbol ehkan pensitaan barang-barang yang
ber sangkut - paut dengan perbuat an yang nel anggar suatu peraturan
dari Undang-undang ini. Hak m ik barang bukan suatu syarat.

Pasal 48, 49, dan 50.
Cukup terang.

Pasal 51.
Supaya jangan terlalu berat, nenurut pasal ini kelalaian
saja tidak cukup untuk nmenghukum orang. Ber hubung dengan
kei sti mewaan yang dapat di adakan ol eh Perdana Menteri, naka
pej abat - pej abat di pi sahkan dari orang bi asa.

Pasal 52.
Hukuman ini terutama perlu berhubung dengan Kekuasaan yang
Di beri kan ol eh pasal 41.

Pasal 53.
Unt uk nmenghi | angkan kesal ah- pahaman di nyat akan dengan j el as,
di sini, bahwa penahanan senentara dapat dil akukan terhadap orang
yang tidak nmenurut perintah untuk keluar dari daerah yang
tertentu.

Pasal 54 - 56
Pasal - pasal ini tidak nmenerl ukan penjel asan.

Pasal 57.
Pasal ini bermaksud nencegah, setidak-tidaknya nenperkecil,
penyal ahgunaan wewenang- wewenang yang di beri kan ol eh Undang-
undang ini.

Pasal 58 - 59
Pasal - pasal ini tidak nmenerl ukan penjel asan.

BAB V
KETENTUAN PERALI HAN
Pasal 60.
Maksudnya i al ah agar dal am j angka waktu 4 bul an itu di adakan



per si apan seperlunya supaya jangan ada "rechts-vacuunt

BAB VI
PENUTUP.

Pasal 61.
Cukup Jel as.

Ter masuk Lenbar an-Negara No. 160 tahun 1957.

D ket ahui
Menteri Kehaki man,
G A MAENGKOM

CATATAN

*) Disetujui D.P.R dalamrapat pleno terbuka ke-97 tanggal 2
Okt ober 1957, P. 206/ 1957.

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1957
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1957/160; TLN NO. 1485



